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ABSTRAK 

Penderitaan dalam perjalanan biduk rumah tangga yang dibentuk dari 
hubungan perkawinan salah satu permasalahan yang saat ini masih terus 
terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu bentuk kekerasan 
yang terjadi di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat adalah penelantaran 
rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri dan anak-anak mereka. 
Hal ini dilihat dari Peningkatan kasus permohonan cerai gugat  dengan alasan 
penelantaran rumah tangga  di Pengadilan Agama Koto Baru namun 
sebaliknya di Polres Arosuka tidak ada sama sekali ada pengaduan dari 
masyarakat Kabupaten Solok telah terjadi penelantaran rumah tangga, maka 
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan 
pengaturan hukum tindak pidana penelantaran rumah tangga dalam hukum 
pidana Indonesia, penyebab tidak efektifnya penerapan pasal 9 ayat 1 dan 2 
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Solok dan  upaya yang dilakukan oleh 
Instansi terkait dan penegak hukum di Kabupaten Solok dalam upaya 
meminimalisir tindak pidana penelantaran rumah tangga untuk memberikan 
keadilan kepada korban istri dan efek jera kepada pelaku suami. Penggunaan 
metode penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian diperoleh bahwa 
penegakan hukum menggunakan aturan hukum UU Nomor 23 Tahun 2004 
dangan sanksi pidana pada Pasal 49, dan penyebab tidak efektifnya penerapan 
pasal ini di Kabupaten Solok yaitu faktor hukumnya, penegak hukum, saranat 
prasarana tidak memadai, masyarakat yang tidak peduli, kebudayaan 
masyarakat minang kabau yang melekat di dalam diri seorang laki-laki 
merantau untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Upaya yang dilakukan 
dalam meminimalisir penelantaran rumah tangga di Kabupaten Solok adalah 
melalui upaya preventif dan represif yang melibatkan semua lapisan 
masyarakat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, 
Kementrian Agama Wilayah Kabupaten Solok, Polres Arosuka, Lembaga 
Adat Kabupaten Solok, Pengadilan Agama Koto Baru. Saran yang ingin 
disampaikan adalah meningkatkan peranan dari semua lapisan masyarakat 
bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, Kementrian 
Agama Wilayah Kabupaten Solok, Polres Arosuka, Lembaga Adat Kabupaten 
Solok, Pengadilan Agama Koto Baru di dalam dalam upaya meminimalisir 
tindak pidana penelantaran rumah tangga di Kabupaten Solok, melakukan 
peningkatan upaya preventif dalam rangka penguatan keluarga, 
tanggungjawab moral dan social di Kabupaten Solok, melaksanakan  sanksi 
pidana dan sanksi adat yang dipegang teguh oleh orang minang bagi laki-laki 
selaku kepala keluarga melakukan penelantaran rumah tangga sebagai bentuk 
efek jera bagi pelaku penelantaran rumah tangga dan contoh bagi suami 
lainnya sebagai kepala rumah tangga untuk bertanggung jawab terhadap anak 
dan istrinya. 

 
Kata Kunci: Efektifitas, Penelantaran Ruma Tangga, Pelaku Suami, Korban 

Istri, Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. 
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ABSTRACT 

 
 
 

Suffering in the course of household splash which is formed from marital 
relations, one of the problems that is still ongoing today is domestic violence. One 
form of violence that occurred in Solok District, West Sumatra Province was the 
neglect of households carried out by husbands to their wives and children. This is 
seen from the increase in cases of claims for divorce with the reason of neglecting 
households in the Koto Baru Religion Court, but on the contrary there is no 
complaint at the Arosuka Regional Police from the people of Solok Regency, so 
the purpose of this study was to find out and understand the arrangements 
regulation of criminal acts of domestic neglect in Indonesian criminal law, the 
cause of ineffectiveness of the application of article 9 paragraph 1 and 2 of Law 
Number 23 of 2004 concerning Elimination of Domestic Violence in Solok 
Regency and the efforts made by related Agencies and law enforcement in Solok 
Regency in an effort to minimize the crime of neglecting the household to provide 
justice to the victim's wife and the deterrent effect on the perpetrator of the 
husband. The use of sociological juridical research methods. The results showed 
that law enforcement uses the rule of law Act No. 23 of 2004 with criminal 
sanctions in Article 49, and the cause of the ineffectiveness of the application of 
this article in Solok Regency is the legal factor, law enforcement, inadequate 
infrastructure, inattentive society, community culture Minang Kabau who is 
inherent in a man wanders to find a better life. Efforts made to minimize the 
neglect of households in Solok Regency are through preventive and repressive 
efforts that involve all walks of life in collaboration with the Solok Regency 
Regional Government, the Ministry of Religion in Solok Regency, the Arosuka 
District Police, the Solok Regency Customary Institution, the Koto Baru Religious 
Court. The suggestion to be conveyed is to increase the role of all levels of society 
in collaboration with the Regional Government of Solok Regency, Ministry of 
Religion Solok Regency, Arosuka District Police, Customary Institution of Solok 
Regency, Koto Baru Religious Court in an effort to minimize the crime of 
neglecting households in Solok Regency, increasing preventive efforts in the 
context of strengthening families, moral and social responsibility in Solok 
District, carry out criminal sanctions and customary sanctions which are strictly 
held by the Minang for men as heads of households to neglect their household as a 
deterrent effect on the perpetrators of household neglect and for other husbands as 
the head of the household to be responsible for the child and his wife.. 

 
Keywords:  Effectiveness, Abandonment of Ruma Stairs, Husband Actors, 

Victims of Wives, Solok Regency, West Sumatra Province. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap 

manusia dikarenakan Hubungan perkawinan yang terjadi antara seorang 

pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin 

terhadap kehidupan mereka sebagai suami isteri, terhadap kualitas dan 

masa depan anak-anak yang mereka lahirkan dan besarkan, terhadap 

masyarakat, dan terhadap masa depan bangsa dan negara.  Sehingga 

Tujuan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan 

rohani manusia semata saja namun, untuk membentuk keluarga serta 

meneruskan dan memelihara keturunan  dalam menjalani hidupnya di 

dunia, juga untuk mencegah perzinahan,  dan untuk terciptanya 

ketenangan ketentraman jiwa bagi pasangan suami istri, bahkan keluarga 

dan masyarakat.1 

Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan 

orang lain. Oleh karena itulah, umumnya orang banyak menghabiskan 

waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan 

lembaga sosial yang ideal guna menumbuh-kembangkan potensi yang ada 

pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi 

                                                 
1Mustaming, As-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Tanah Luwu, Deepublish, 

Yogyakarta, 2015, Hal. 61 
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wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan sehingga 

menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan. 

Penderitaan dalam perjalanan biduk rumah tangga yang dibentuk 

dari hubungan perkawinan salah satu permasalahan yang saat ini masih 

terus terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam 

rumah tangga dapat berupa fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah 

tangga yang terjadi di dalam lingkup keluarga yang merupakan lingkungan 

sosial pertama yang dikenal oleh manusia sebagaimana diatur di dalam 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga Pasal 5 yang menyatakan bahwa : 

Pasal 5  
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga 
terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:  
a. kekerasan fisik; 
b. kekerasan psikis;  
c. kekerasan seksual; atau 
d. penelantaran rumah tangga. 
 .  

Sebagaimana di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat 

mengalami peningkatan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tanggga 

yang berlaku adalah penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh 

suami kepada istri dan anak-anak mereka. Hal ini diperoleh dari laporan 

cerai gugat di Pengadilan Agama Koto Baru mengalami peningkatan 

selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata  30% dimana 

pada tahun 2015 sebanyak 112 perkara, 2016 sebanyak 130 perkara dan 
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pada tahun 2017 sebanyak 152 perkara2, namun untuk laporan kepada 

Kepolisian Resort Arosuka (Polres Arosuka) tidak ada laporan pengaduan 

masyarakat yang diterima terkait tindak pidana penelantaran rumah 

tangga. Perkara ini belumlah perkara yang sesungguhnya dikarenakan 

banyak kasus penelantaran rumah tangga yang tidak diketahui.  

Penelantaran rumah tangga yang menjadi alasan pemohonan cerai 

oleh istri kepada suami pada Kabupaten Solok dikarenakan status 

perkawinan ini telah lama digantung terlalu lama dalam arti tidak ada 

tanggung jawab dari suami. Selanjutnya Istri yang ditelantarkan di 

Kabupaten Solok yang memiliki karakter selaku “orang minang” yaitu 

bekerja keras dan kreatif, memiliki jiwa dagang,  berani melakukan 

perubahan, efektif dan efisien maka melakukan berbagai hal memenuhi 

kebutuhan rumah tangga dengan melakukan usaha jual beli, merantau 

dengan meninggalkan anak dititipkan kepada orang tua atau sanak saudara. 

Kemampuan perempuan (istri) yang ditelantarkan oleh suami di Kabupaten 

Solok memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, hal inilah yang 

menyebabkan tidak adanya laporan pengaduan yang masuk ke Polres 

Arosuka terkait tindak pidana penelantaran rumah tangga. 

Permasalahan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang 

terjadi di Kabupaten Solok memperkuat kedudukan kekerasan dalam 

rumah tangga  sebagai masalah kekerasan terhadap perempuan seperti 

puncak gunung es karena selama ini perempuan yang menjadi korban 

                                                 
2 Laporan Tahunan Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2015, 2016 dan 2017 
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kekerasan enggan mengadukan masalahnya karena adanya rasa malu, takut 

diceraikan suaminya, merasa punya kewajiban untuk melindungi nama 

baik keluarga dan menjaga keutuhan rumah tangga, pandangan masyarakat 

yang menganggap rendah status janda, takut akan ancaman adanya 

pembalasan dendam dari si pelaku, merasa bahwa proses hukum akan 

menyulitkan, ketiadaan pengetahuan tentang hukun dan bahwa apa yang 

terjadi pada dirinya merupakan bentuk kekerasan, telah menjadi alasan 

kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sering 

tidak dilaporkan. Padahal, penanganan terhadap kasus penelantaran dalam 

rumah tangga sangat yang secara konkret dilihat oleh masyarakat tidak 

menimbulkan penderitaan seperti luka-luka namun lebih berdampak besar 

kepada penderitaan psikis sehingga tindak pidana ini  bergantung pada 

laporan atau aduan dari korban. Sedangkan didalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga  khusus untuk penelantaran rumah tangga tidak ditegaskan sebagai 

delik aduan sehingga tindak pidana penelantaran rumah tangga dapat 

dilakukan meskipun korbannya tidak mengadu selanjutnya Pasal 15 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga   bahwa Setiap orang yang mendengar, melihat, atau 

mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan 

upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: 

a. mencegah berlangsungnya tindak pidana; 

b. memberikan perlindungan kepada korban; 
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c. memberikan pertolongan darurat; dan 

d. membantu  proses pengajuan permohonan penetapan 

perlindungan. 

. 

 Tindak pidana penelantaran rumah tangga dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga  diatur dalam Pasal  9 ayat 1 dan 2: 

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau 

karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan 

kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi 

setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan 

cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di 

dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali 

orang tersebut. 

Adapun tindak pidana sebagaimana tersebut di atas diancam dengan pidana 

sebagaimana  diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun  

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu:  

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda 

paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: 

a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); 

b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).  
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Pengadilan Koto Baru, sebagai pelaku kekuasaan kehakiman 

terkait permohonan perceraian dengan alasan telah terjadi penelantaran 

rumah tangga di wilayah hukum Kabupaten Solok sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan peradilan agama yaitu penyelesaian 

perkara perceraian dengan alasan sebagaimana yang dimuat dalam huruf b 

pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan huruf g Pasal 116 Kompilasi Hukum 

Islam tentang pelanggaran taklik talak yang mana didalamnya mengandung 

unsur-unsur tindak pidana penelantaran terutama pada istri dan anak-anak 

di lingkungan Peradilan Agama, termasuk di dalamnya Pengadilan Agama 

Koto Baru, sesuai dengan kompetensi absolut yang dimilikinya, hanya 

sebatas pada penyelesaian perdatanya saja yaitu memutus tali perkawinan 

antara pasangan suami istri tersebut, atau hak-hak lainnya yang diatur 

dalam undang-undang.   

Penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Koto Baru 

dengan alasan sebagaimana tertuang dalam dalam huruf b pasal 19 PP 

Nomor 9 Tahun 1975 dan huruf g Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, 

meskipun pada sisi yang lain, mengandung delik atau tindak pidana, dalam 

konteks ini adalah tindak pidana penelantaran, namun Majelis Hakim pada 

Pengadilan Agama Koto Baru tidak dapat menyelesaikan aspek pidana 

yang terkandung dalam perkara tersebut.  Permasalahan ini disebabkan 

karena kendala peraturan perundang-undangan belum memberikan 

kewenangan pada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara pidana 

yang timbul meskipun itu dalam lingkup rumah tangga atau perkawinan. 
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Kewenangan mengadili dan menyelesaikan aspek pidana penelantaran yang 

timbul dalam perkara perceraian tersebut kewenangan itu tetap ada pada 

peradilan negeri dengan proses yang sebagaiamana diatur dalam Kitab 

Undang-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).   

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk tesis yang berjudul 

“Efektifitas Penerapan Pasal 9 Ayat 1 Dan 2 Undang Undang Nomor 

23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga Di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat”.  

 

B. Perumusan Masalah 
 
Berdasarkan uraian pada  latar belakang diatas  maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana penelantaran rumah 

tangga dalam hukum pidana Indonesia? 

2. Apakah yang menjadi penyebab tidak efektifnya penerapan pasal 9 

ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Solok? 

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Instansi terkait dan penegak 

hukum di Kabupaten Solok dalam upaya meminimalisir tindak pidana 

penelantaran rumah tangga untuk memberikan keadilan kepada korban 

istri dan efek jera kepada pelaku suami? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 

1. Tujuan dalam penelitian Tesis ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan pengaturan hukum 

tindak pidana penelantaran rumah tangga dalam hukum pidana 

Indonesia 

b. Untuk menganalisis penyebab tidak efektifnya penerapan pasal 9 

ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten 

Solok. 

c. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Instansi terkait 

dan penegak hukum di Kabupaten Solok dalam upaya 

meminimalisir tindak pidana penelantaran rumah tangga untuk 

memberikan keadilan kepada korban istri dan efek jera kepada 

pelaku suami. 

2. Manfaat  dalam penelitian Tesis ini adalah: 

Manfaat secara teoritis 

1).  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

dalam pengembangan disiplin ilmu hukum pidana khususnya 

dalam  penyelesaian perkara perceraian yang mengandung delik 

pidana dan dalam rangka pengembangan hukum pidana nasional; 
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2). Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya hasanah 

perpustakaan bidang hukum pidana di lingkungan akademik 

Universitas Batang Hari Jambi;  

a. Manfaat secara praktis 

1). Penelitian  ini diharapkan dapat  memberikan memberikan 

kontribusi pemikiran dalam pengembangan disiplin ilmu 

hukum pidana khususnya dalam  penyelesaian perkara 

perceraian yang mengandung delik pidana dan dalam rangka 

pengembangan hukum pidana nasional 

2). Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi Pemerintah Indonesia agar menjadikan 

Peradilan Agama berwenang menyelesaiakan perkara-perkara 

perceraian yang mengandung delik pidana secara integratif 

(perdata dan pidana), sehingga melahirakan peradilan yang 

efektif dan berkeadilan. 

D. Kerangka Konsep 

Untuk tidak menimbulkan berbagai macam persepsi dalam 

memahami pengertian dari tesis ini, perlu dipertegas beberapa 

defenisi operasional yang terkait dengan kegiatan penelitian ini: 

1. Efektivitas : 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektifitas berasal 

dari kata efektif. Yang dimaksud dengan efektif adalah ada 

efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya);  manjur atau 
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mujarab (obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (usaha, 

tindakan)3. Dengan demikian efektivitas adalah suatu 

pencapaian tujuan secara tepat atau pengukuran keberhasilan 

dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.  

 

2. Tindak Pidana 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam 

undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan 

dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan 

pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang 

mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan 

dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif 

mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.4 

3. Penelantaran rumah tangga 

Penelantaran rumah tangga adalah segala macam bentuk 

pelalaian kewajiban dan tanggungjawab seseorang dalam rumah 

tangga yang menurut hukum seseorang itu ditetapkan sebagai 

pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang 

berada dalam lingkungan keluarganya.5 

                                                 
3 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Hal 352 
4 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 

2001, Hal. 20 
5 Muchsin, Varia Peradilan Nomor 303, IKAHI, Jakarta, 2011, Hal. 18 
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4. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga   

Tindak pidana penelantaran dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga  diatur dalam Pasal  9 ayat 1 dan 2: 

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup 

rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku 

baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib 

memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada 

orang tersebut. 

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi 

setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi 

dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang 

layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di 

bawah kendali orang tersebut. 

5. Perceraian 

Kata “cerai” menurut kamus besar Bahasa Indonesia 

berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. 

Kemudian, kata “perceraian” mengandung  arti: perpisahan, 

perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata 
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“bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, 

berhenti berlaki bini (suami istri).6 

6. Pengadilan Agama  

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana 

kekuasaan kehakiman di Indonesia.  Ini ditegaskan dalam Pasal 

18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman menyatakan: 

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata 
usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 

 
Pengadilan Agama, sebagai lembaga peradilan, 

diberikan wewenang yang menjadi kompetensinya untuk 

memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan 

kepadanya untuk memberikan keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan hukum, sebagaiamana yang dimuat dalam 

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  

yang menyatakan: 

 “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama 
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 
 
a. perkawinan 
b. waris 

                                                 
6Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 185. 



 
13 

 

13 
 

c. wasiat 
d. hibah 
e. wakaf 
f. zakat 
g. infaq 
h. shadaqah 
i. ekonomi syariah. 

E. Kerangka Teori 

Berdasarkan judul dalam prorposal tesis dan uaraian latar 

belakan serta rumusan masalah yang ditetapakan maka teori yang akan 

digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori perlindungan hukum,  

teori kebijakan hukum pidana dan teori pidana dan pemidanaan. 

1. Teori Efektifitas Hukum 

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. 

Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. 

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi 

dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum 

yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum 

inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga 

unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : Kepastian hukum 

(Rechtssichherheit), Kemanfaatan(Zweckmaasigkeit) dan 

Keadilan(Gereichtigkeit). 7 

Efektifitas hukum tidak dapat dilepaskan dari penegakan hukum  

dikarenakan bahwa hakekat dari penegakan hukum untuk mewujudkan 

keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan 

                                                 
7Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty Yogyakarta, 

Yogyakarta, 2007, hal. 160. 
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hukum adalah pikiran badan pembentuk Undang-undang.yang berupa 

ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukm dan 

kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum.8 

Arti penegakan hukum adalah, keserasian hubungan antara 

nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan 

berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap 

akhir untuk meciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum 

bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan 

walaupun kenyataan di indonesia kecendrungannya adalah demikian.9 

Penegakan hukum adalah, suatu rangkaian kegiatan yang 

dilakukan aparat penegak hukum baik tindakan pencegahan maupun 

penindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku guna menciptakan suasana aman, damai, dan tertib demi 

kepastian hukum dalam masyarakat.10 Secara konsepsional, inti dari 

penegakan hukum  terletak  pada kegiatan  menyelaraskan hubungan 

nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan 

mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai 

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan 

kedamaian pergaulan hidup11. Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa: 

                                                 
8Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar 

Baru, Bandung, 1995, hal 15  
9Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

Rajawali, Jakarta, 1986, hal.. 3 
10Ibid 

11Soerjono Soekanto,Op.Cit., hal. 5 
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Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan 
perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di 
Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga 
pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu ada 
kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum 
sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan Hakim. Perlu dicatat 
bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai 
kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan  perundang-
undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu 
kedamaian di dalam pergaulan hidup.12 

 
Terkait pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. 

Menurut Soekanto :  

Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang 
dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup di dalam masyarakat, 
dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara 
filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan 
oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah 
dirumuskan, dan secara sosiologis hukum  dipatuhi oleh warga 
masyarakat.13 

  

Pandangan lain mengenai efektifitas hukum dikemukakan oleh 

Selo Sumardjan bahwa efektifitas hukum berkaitan erat dengan  

usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar  mengetahui, 

menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang 

didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu 

menanamkan hukum. 14 

 Sedangkan menurut Alfian, krisis kepercayaan terhadap 

hukum menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam 

                                                 
12Ibid., hal 7-8  

13 Sidik Sunaryo, Sistem Peradilan Pidana, Penerbit Universitas 
Muhammadyah Malang, Malang, 2004, hal. 56 

14 Ibid., hal. 58 



 
16 

 

16 
 

bidang hukum yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan 

masyarakat akan peraturan-peraturan yang ada, kekurangpercayaan 

akan kemampuan hukum untuk menjamin hak  dan kewajiban 

mereka secara adil, materi peraturan hukum yang  bertentangan 

dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan para pelaksana 

atau penegak hukum yang tidak memberi contoh yang baik dalam 

kepatuhannya terhadap hukum.15 

Sejalan dengan pendapat Alfian, Sidik Sunaryo mengatakan 

bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi 

(peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparat penegak 

hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara 

bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif 

tidaknya hukum.16  

Sementara itu, menurut Howard dan Mummers sebagaimana 

dikutip oleh Sidik Sunaryo, efektivitas hukum mempunyai syarat 

sebagai berikut : 

a. Undang-undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah 
yang mematoki harus dirumuskan dengan  jelas dan dapat 
dipahami dengan penuh kepastian. Tanpa patokan-patokan yang 
jelas seperti itu, orang sulit untuk mengetahui apa yang 
sesungguhnya diharuskan, sehingga undang-undang tidak akan 
efektif. 

b. Undang-undang itu dimana mungkin, seyogyanya bersifat 
melarang, dan bukannya bersifat mengharuskan. Dapat dikatakan 
bahwa hukum prohibitur itu pada umumnya lebih mudah 
dilaksanakan ketimbang hukum mandatur. 

                                                 
15 Ibid., hal. 59 
16 Ibid., hal. 11.  
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c. Sanksi yang diancamkan dalam undang-undang itu haruslah 
berpadanan dengan sifat undang-undang yang dilanggar. Suatu 
sanksi yang mungkin tepat untuk suatu tujuan tertentu, mungkin 
saja dianggap tidak tepat untuk tujuan lain. 

d. Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidaklah boleh 
keterlaluan. Sanksi yang terlalu berat dan tidak sebanding dengan 
macam pelanggarannya akan menimbulkan keengganan dalam 
hati para penegak hukum untuk menerapkan sanksi itu secara 
konsekuen terhadap orang-orang golongan tertentu. 

e. Kemungkinan untuk mengamati dan menyidik perbuatan-
perbuatan yang dikaedahi dalam undang-undang harus ada. 
Hukum yang dibuat untuk melarang perbuatan-perbuatan yang 
sulit dideteksi, tentulah tidak mungkin efektif. Itulah sebabnya 
hukum berkehendak mengontrol kepercayaan atau keyakinan 
orang tidak mungkin akan efektif. 

f. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan jauh 
lebih efektif ketimbang hukum yang tidak selaras dengan kaedah-
kaedah moral, atau yang netral. Seringkali kita menjumpai hukum 
yang demikian efektifnya, sehingga kehadirannya seakan-akan 
tidak diperlukan lagi, karena perbuatan-perbuatan yang tidak 
dikehendaki itu juga sudah dicegah oleh daya kekuatan moral dan 
norma sosial. Akan tetapi, ada juga hukum yang mencoba 
melarang perbuatan-perbuatan tertentu sekalipun kaidah-kaidah 
moral tak berbicara apa-apa tentang perbuatan itu. Misalnya, 
larangan menunggak pajak. Hukum seperti itu jelas kalah efektif 
jika dibandingkan dengan hukum yang mengandung paham dan 
pandangan moral didalamnya. 

g. Agar hukum itu bisa berlaku secara efektif, mereka yang bekerja 
sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugas 
dengan baik. Mereka harus mengumumkan undang-undang 
secara luas. Mereka harus menafsirkannya secara seragam dan 
konsisten serta sedapat mungkin senafas atau senada dengan 
bunyi penafsiran yang mungkin coba dilakukan oleh warga 
masyarakat yang terkena. Aparat-aparat penegak hukum harus 
juga bekerja keras tanpa mengenal jemu untuk menyidik dan 
menuntut pelanggar-pelanggar. 

h. Akhirnya agar suatu undang-undang dapat efektif, suatu standar 
hidup sosio ekonomi yang minimal harus ada di dalam 
masyarakat. Pula di dalam masyarakat ini, ketertiban umum 
sedikit atau banyak harus mudah terjaga. 17 

 

                                                 
17 Ibid., hal. 11-13 
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Tolok ukur dari efektivitas hukum, dikemukakan oleh 

Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum 

sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan 

esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada 

efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai 

berikut:18 

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi 
padaundang-undang saja. 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 
maupun menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.19 
 

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana 

Teori kebijakan hukum pidana diketengahkan dalam tesis 

ini karena teori ini berkaitan erat dengan upaya pembahruan 

hukum pidana khususnya penyelesaian delik pidana penelantaran 

yang timbul dalam perkara perceraian diputuskan secara terpadu 

dan terintegrasi dalam kewenangan Pengadilan Agama.  Upaya-

upaya ini memerlukan suatu kebijakan (policy) yang dalam 

konteks ini adalah kebijakan hukum pidana nasional. 

                                                 
18Soerjono Soekanto, Op. Cit. hal. 8 
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Secara garis besar, untuk mencapai tujuan politik kriminal 

sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan politik 

pembangunan, diperlukan  kebijakan hukum pidana (penal 

policy). Kebijakan hukum pidana pada intinya merupakan upaya 

penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. 

Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik 

hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan 

penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.20 

Adapun mengenai istilah “kebijakan” dalam hukum pidana, 

menurut Barda Nawawi Arif berasal dari istilah “policy” 

(inggris) atau ‘politiek” (Belanda), selengkapnya ia 

mengemukakan bahwa : 

Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan 

hukum pidana dapat pula disebut politik hukum pidana.Dalam 

kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana, sering dikenal 

dengan berbagai istilah, antara lain “penal policy”, “criminal law 

policy” atau strafrechtspolitiek”.21 

Sementara itu menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau 

politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum.ia 

menjelaskan bahwa : 

Menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah 
usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai 

                                                 
20 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Toeri-Teori Dan Kebijakan Pidana , Penerbit Alumni, 

Bandung, 1992, Hal. 11. 
21Ibid, Hal.. 25. 
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dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari 
negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan 
peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa 
digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam 
masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.22 

 

Bertolak dari pengertian yang demikian, Sudarto 

mengatakan bahwa: 

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan 
pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana 
yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan 
dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik 
hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-
undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada 
suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.23 

 

Dari sudut pandang yang berbeda, Barda Nawawi Arief 

menyatakan bahwa : 

Masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah 
semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat 
dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik.Di 
samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana 
juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa 
pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan 
memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin 
ilmu-ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan 
kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.24 

Lebih lanjut Barda Nawai Arief menegaskan, bahwa 

pembaharuan hukum pidana tidak hanya sebatas menyangkut 

masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan 

nilai-nilai yang ada, untuk itu dalam pandangannya menyatakan: 

                                                 
22 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1981, Hal. 28. 
23ibid 
24 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Undip, Semarang, 1996, Hal. 

25. 
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“Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung 

makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi 

hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio 

filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi 

kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakkan 

hukum di Indonesia”. 

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik 

hukum, maka kebijakan hukum pidana mengandung arti, 

bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu 

perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian 

terlihat pula dalam definisi“ penal policy” dari Marc Ancel yang 

secara singkat dapat dinyatakan sebagai “ suatu ilmu sekaligus 

seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum 

positif dirumuskan secara lebih baik”.25 

F. Metode Penelitian 

1. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum empiris  

karena penelitian ini  meneliti bagaimana penerapan dan 

implementasi  peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pengahpusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

                                                 
25Ibid, Hal. 29 
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, PP Nomor 9 

Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, dalam persidangan perceraian dengan 

alasan tindak pidana penelantaran rumah tanggapada Pengadilan 

agama Koto Baru. 

2. Teknik Pendekatan 

Penelitian ini, sebagaimana pada penjelasan di atas adalah 

penelitian  yang  bersifat  yuridis empiris, maka teknik 

pendekatannyapun adalah pendekatan yuridis sosiologis.26  

Dengan  mengkaji  hukum-hukum positif yang berlaku,  khususnya 

yang berkaitan alasan-alasan perceraian  dengan tindak pidana 

penelantaran dalam praktik Peradilan Agama, dalam hal ini 

Pengadilan Agama Koto Baru, dengan mempersoalkan  kondisi-

kondisi yang terjadi dalam praktik tersebut  sehingga dapat 

diperoleh suatu identifikasi terhadap hukum formal tersebut 

apakah perlu diperlukan penyesuaian-penyesuain karena adanya 

kebutuhan hukum masyarakat yang lebih baik lagi. 

 
3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data 

sekunder (secondary data) dan data primer (primair data).Data 

                                                 
26Bahder Johan, Metodelogi Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal. 130. 
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sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian 

kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan 

pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-

buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, 

atau milik pribadi.27Sedangkan data primair yaitu data yang 

diperoleh dari lapangan. 

a.  Data skunder  yang meliputi: 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat, dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah 

berupa peraturan perundang-undangan sebagaimana telah 

disebutkan di atas, dan putusan-putusan perkara 

perceraian dengan alasan penelantaran pada Pengadilan 

Agama Koto Baru; 

2) Bahan Hukum skunder yaitu yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dalam 

hal ini meliputi hasil penelitian, hasil karya dari kalangan 

hukum, dan seterusnya; 

3) Bahan hukum tertier yaitu, bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

                                                 
27Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, 

Bandung, 1995,  Hal. 65. 
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primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan 

lain-lain.28 

b.  DataPrimair (lapangan)  yang meliputi: 

Data primair yaitu segala data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber utama di lapangan yang meliputi 

jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Koto 

Baru, data hasil wawancara dengan para responden yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini. 

4. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang membutuhkan 

data langsung dari lapangan (data primer), oleh karenanya 

menggunakan teknik penentuan sampel penelitian non probability 

sampling yaitu dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti 

sampel harus diambil agar dapat mewakili populasinya.Artinya 

dalam penelitian ini penarikan sampel dipilih atau ditentukan 

sendiri oleh peneliti yang didasarkan pada pertimbangan bahwa 

sampel telah memenuhi kriteria atau sifat-sifat tertentu yang 

merupakan ciri utama dari populasi. Atau dengan kata lain 

purposive sampling bertitik tolak pada penelitian pribadi yang 

menyatakan sampel benar-benar representatif.29 Dalam hal ini 

yang menjadi sampel adalah:  

                                                 
28  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja 

Grafindo Perasada, Jakarta, 1995, Hal. 13. 
29Sugiarto  DKK, Teknik Sampling, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 40. 
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1) Hakim Pengadilan Agama Koto Baru (2 orang 

Hakim); 

2) Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Koto Baru; 

3) Para pihak yang berperkara pada Pengadilan Agama 

Koto Baru khususnya yang mengajukan cerai dengan 

alasan penelantaran rumah tangga (Pasal 19 Huruf b 

PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf g KHI). 

(3 orang) 

4) Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak 

(PPA) Resort Arosuka 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik:30 Wawancara yaitu pengambilan data 

melalui tanya jawab secara langsung dimana pertanyaan disusun 

secara sistematik , jelas dan tearah sesuai dengan isu hukum 

yang diangkat dalam penelitian. 

6. Analisa Data   

Setelah mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan 

dalam penelitian tesis ini, langkah selanjutnya adalah melakukan 

analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut dengan cara:31 

1.  Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan 

sesuai masalah yang dibahas dalam hal ini adalah Undang-

                                                 
30 Bahder Johan, Op. Cit., Hal. 167-169 
31Ibid. Hal. 17-18. 
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Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pengahpusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia, kemudian dikaitkan dengan praktik 

dan putusan-putusan Pengadilan Agama Koto Baru dalam 

korelasinya dengan prospek penyelesaian perkara pidana yang 

timbul dalam perkara perceraian khususnya tindak pidana 

penelantaran rumah tangga. 

2.  Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan 

dengan maslah-masalah yang diteliti 

3. Menilai bahan-bahan hukum sebagaimana tersebut di atas 

dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam 

permasalahan tesis ini, sehingga ditemukan sebuah jawaban 

yang tepat atas permasalahan-permasalahan yang ditetapkan 

dalam penelitian tesis ini. 

G. Sistematika Penelitian 

Untuk mempermudah memahami Tesis ini secara 

komprehensif maka dalam penulisannya disusun secara sitematis yang 

secara rinci terdiri dari 5 bab dan setiap bab terdiri dari sub bab-sub 
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bab untuk menjelaskan komponen-komponen penting yang menjadi 

objek dalam penelitian ini. 

BAB I, Pendahuluan.  Dalam bab ini terdiri dari 8 sub pokok 

bahasan yang terdiri dari sub bab latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka 

konsep, metodologi penelitian dan sistematika penulisan; 

BAB II:Ketentuan Umum tentang Tindak Pidana Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Aspek Pidana dalam Alasan-

Alasan Perceraian dalam Rumah Tangga. Pada bagian ini akan 

dijelaskan tentang pengaturan hukum penelantaran rumah tangga yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Klasifikasi alasan perceraian 

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang termasuk dalam karegori 

penelantaran rumah tangga. 

BAB III: Ketentuan Umum tentang Kedudukan dan Kewenangan 

Pengadilan Agama di Indonesia.  Bab ini menjelaskan bagaimana 

kedudukan Pengadilan Agama dalam sistem Peradilan di Indonesia.  

Kemudian apa saja wewenang yang menjadi kompetensi Pengadilan 

Agama.  Ini penting untuk dibahas sebagai dasar pemikiran untuk 

menilai prospek pembentukan pengadilan khusus yaitu Pengadilan 

Keluarga (Family Court) dalam lingkungan Peradilan Agama. 
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BAB IV, Pembahasan tentang Efektifitas Penerapan Pasal 9 Ayat 

1 Dan 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Solok Provinsi 

Sumatera Barat. Bab ini dibagi ke dalam tiga sub bab,  pengaturan 

hukum tindak pidana penelantaran rumah tangga dalam hukum pidana 

Indonesia, penyebab tidak efektifnya penerapan pasal 9 ayat 1 dan 2 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Solok, dan upaya yang 

dilakukan oleh Instansi terkait dan penegak hukum di Kabupaten Solok 

dalam upaya meminimalisir tindak pidana penelantaran rumah tangga 

untuk memberikan keadilan kepada korban istri dan efek jera kepada 

pelaku suami. 

BAB V Penutup.Bab ini adalah penutup yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran.Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan-

rumusan masalah yang ditetapkan yang diambil dari pembahasan-

pembahasan permasalah.Saran adalah rekomendasi hasil penelitian 

kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian ini. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA   DAN 

 ASPEK PIDANA DALAM ALASAN PERCERAIAN  
 

 
A. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga 

 
1. Pengertian Kekerasan 

 
Tindak kejahatan kekerasan dapat terjadi terhadap siapa saja, 

terutama terhadap perempuan dan anak. Pada umumnya kekerasan tersebut 

terjadi di setiap Negara didunia, Oleh karena itu, khusus untuk  kekerasan 

dalam rumah tangga ataupun terhadap kasus kekerasan yang terjadi 

terhadap perempuan, maka Perserikatan Bangsa-bangsa  perlu 

memberikan batasan tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan 

dan anak-anak. 

Menurut Pasal 2 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 

Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dijelaskan bahwa : 

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan 
berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin 
berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, 
seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, 
pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-
wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan 
pribadi”  

 
Adapun kekerasan terhadap anak dirumuskan sebagai berikut : 
 

Setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat 
kesengsaraan dan penderitaan, baik fisik maupun psikis, baik yang 
terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi “32 

                                                 
32  Ibid, hal 60 
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Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 1 menyebutkan bahwa 

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan  terhadap 
seseorang terutama perempuan, yang berakiat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, 
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.33 
 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ini, lebih menekankan 

perlindungan terhadap perempuan dari ancaman kekerasan, lebih berbasis 

gender. Meski sebenarnya yang menjadi korban kekerasan itu tidak hanya 

wanita, namun seorang pria dapat saja menjadi korban kekerasan dalam 

rumah tangga. 

Menurut Soerjono Soekanto dalam Harian Kompas sebagaimana 

dikutip Suzanalisa pada tesis Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta, 

ada 5 (lima) sebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan yaitu:  

a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan 
mendapat materi dengan jalan mudah 

b. Tidak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan-
tekanan pada orang seorang 

c. Keberanian mengambil resiko 
d. Kurangnya perasaan bersalah 
e. Adanya keteladanan yang kurang baik  34 

 

                                                 
33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga 
34 Suzanalisa,Penegakan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah 

Tangga Di Kota Jambi, Tesis Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, Jakarta 2003, hal 32  
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Jika diperhatikan beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan 

dengan kekerasan seperti yang disebutkan diatas, maka sifat yang kurang 

baik sangat dominan mempengaruhi seorang pelaku kejahatan dengan 

kekerasan. Keinginan untuk cepat menjadi kaya dan ingin mendapatkan 

materi dengan cara mudah, serta keberanian mengambil resiko telah 

mempengaruhi pelaku kekerasan untuk melakukan perbuatan jahat. 

Dengan tidak memperdulikan rasa bersalah, pelaku kejahatan dengan 

kekerasan tega menjadikan orang lain sebagai korban dari perbuatannya. 

Menurut Mustafa Abdullah, kekerasan dapat di bagi dalam : 

1. Kekerasan Fisik seperti menampar, memukul, menjambak, 
menendang, menyundut dengan rokok dan lainnya yang 
biasanya meninggalkan tanda-tanda telah dilakukannya 
tindakan kekerasan tersebut di tubuh perempuan seperti 
luka memar/luka berdarah atau lebam, gigi patah dan 
sebagainya 

2. Kekerasan psikologis/emosional (non fisik) seperti 
penghinaan, komentar-komentar untuk merendahkan dan 
melukai pribadi, harga diri dan sebagainya 

3. Kekerasan ekonomi seperti tidak member nafkah isteri 
atau menghabiskan uang isteri 

4. Kekerasan seksual seperti menjauhkan isteri dari 
kebutuhan batinnya, pemaksaan (penuntutan) hubungan 
seksual yang tidak senonoh ataupun pemaksaan hubungan 
seksual ketika isteri tidak menghendaki35 

 
Perbuatan kekerasan atau tindak kejahatan yang nyata dan dapat 

dilihat bekas perbuatannya pada tubuh korban, seperti ditampar, disundut 

rokok dan lain halnya, merupakan kekerasan phisik yang banyak terjadi 

pada umumnya. Kekerasan semacam ini dapat dilihat secara langsung. 

                                                 
35 Mustafa Abdullah, Peran-peran menyikapi Kekerasan Terhadap Perempuan, 

Seminar Unbari, 2002, hal 2-3 
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Namun kekerasan kekerasan non fisik lainnya seperti kekerasan 

psikologis. Kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual, perlu penyidikan 

agak mendalam. Karena hal tersebut jarang meninggalkan bekas yang 

dapat dilihat dan diamati langsung pada tubuh korbannya.  Untuk 

mengungkap kekerasan seperti ini, tentunya banyak menggunakan alat –

alat bantu, seperti visum, keterangan dari rumah sakit jiwa atau lainnya. 

 
 

2. Pengertian Rumah Tangga 
 

Secara khusus, pengertian  rumah tangga belum dapat ditemukan. 

Pada kultur/budaya masyarakat yang masih sangat menghormati nilai-

nilai budaya, seperti pada masyarakat kita, selain dalam rumah tangga 

terdiri dari bapak, ibu dan  anak, dalam rumah tangga juga ada sanak 

saudara yang ikut bertempat tinggal dan menetap. Dalam rumah tangga 

tersebut dapat saja tinggal pembantu yang melayani dan membantu 

penghuni rumah tangga. 

Pengertian rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam deklarasi 

PBB, namun secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga 

merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena 

adanya ikatan perkawinan.  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga tidak memberikan pengertian 

secara khusus terhadap rumah tangga. Hanya saja pada pasal 2 dijelaskan 

lingkup rumah tangga meliputi: 
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a. Suami, isteri, anak, 
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 

sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, 
perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang 
menetap dalam rumah tangga, dan/atau 

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam 
rumah tangga tersebut. 

 
Undang-undang tersebut juga menggunakan istilah keluarga, 

namun tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai pengertian dari 

keluarga. Pengertian keluarga dapat kita jumpai pada Pasal 1 angka 30 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana yang menyebutkan “Keluarga adalah mereka yang 

mempunyai hubungan darah sampai derajad tertentu atau hubungan 

perkawinan.  

 
3. Pengertian Tindak Pidana  

 
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam 

kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, 

sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang 

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau 

tindak pidana.36  

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 

pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan 

                                                 
36  Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban 

Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, Mahakarya Rangkang Offset , Yogyakarta, 2012, 
Hal. 18 
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kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-

peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak 

pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan 

jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari 

dalam kehidupan masyarakat.37 

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana 

merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak 

pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk 

memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka 

bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau 

pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum 

pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai 

sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-

dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang 

tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana 

adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti 

khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda ”straf” yang dapat 

diartikan sebagai ”hukuman”. 38 

Pengertian dan istilah tindak pidana yang digunakan oleh 

para ahli memiliki istilah yang berbeda-beda, namun dapat 

                                                 
37 Ibid. 
38 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana,  Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 37 
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disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah 

setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:39 

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang; 

2. Memiliki sifat melawan hukum; 

3. Tidak ada alasan pembenaran. 

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
 

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat 

tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-

unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila 

perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana 

(strafbaarfeit). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana 

hendaknya dibedakan dari pengertian unsurunsur tindak pidana 

sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian 

yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- 

unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana 

pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.40 

Adapun menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana 

dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya 

menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif, 

yang dimaksud dengan unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur 

yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan 

                                                 
39  Ibid. 28. 
40 Sudarto, Hukum Pidana 1 A - 1B, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 

1990/1991,  Hal. 43 
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diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang 

terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan 

unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya 

dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan 

dari si pelaku itu harus dilakukan.41 

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu 

adalah:42  

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus); 

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau 

pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) 

KUHP; 

c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang 

terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan 

pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan 

lain-lain;  

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte 

raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan 

pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;  

e. Perasaaan takut atau vress seperti yang antara lain 

terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut 

Pasal 308 KUHP. 

                                                 
41 Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,  Sinar Baru, Bandung, 1984, Hal. 173-174. 
42  Ibid. Hal. 184 
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Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:43 

a. Sifat melanggar hukum;  

b. Kualitas si pelaku; 

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan 

sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai 

akibat. 

 
5. Pengertian dan Bentuk Tindak Pidana Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
 

a. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah 
Tangga 
Istilah kekerasan selalu identik dengan tindakan yang 

mengakibatkan terjadinya kesakitan tau luka pada korbannya.  

Selain itu yang menjadi identik dengan korban kekerasan 

adalah perempuan, sehingga sering disebut kekerasan terhadap 

perempuan.44   

Kekerasan dalam Kamus Besar  Bahasa Indonesia diartikan 
dengan5: 
 

 
“Perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang 
menyebabkan cedera atau matinya  orang  lain  atau 
menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada 
paksaan.  Menurut penjelasan ini, kekerasaan itu merupakan 
wujud perbuatan yang lebih bersifat  fisik yang mengakibatkan   
luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu 
unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau 
ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang 
dilukai.” 

                                                 
43  Ibid. 
44 Dian Ety Mayasari, Tinjauan Yuridis Adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan 

untuk Melakukan Perceraian, Mimbar Hukum, Volume 25, 3 Oktob3r 2013, Hal. 
435. 
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Pengertian tindak pidana kekerasan rumah tangga berdasarkan 

pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap 

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, 

seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga 

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup 

rumah tangga. 

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga 
 

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa 

macam.  Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah 

tangga secara ekspilist menjelaskan bentuk bentuk kekerasan 

dalam rumah tangga. Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah 

Tangga dinyatakan bahwa: 

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah 

tangga terhadap orang dalam Iingkup rumah tangganya, 

dengan cara: 

a. kekerasan fisik; 

b. kekerasan psikis; 

c. kekerasan seksual, atau 
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d. penelantaran rumah tangga. 

Kekerasan fisik yang dimaksud dalam undang-undang 

ini  adalah Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 huruf a adalah perbuatan yang  mengakibatkan rasa sakit, 

jatuh sakit, atau luka berat. 

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf b adalah perbuatan yang  mengakibatkan ketakutan, 

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk 

bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat 

pada seseorang. 

Adapun yang dimaksud dengan kekerasan seksual 

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 

c meliputi: 

a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap 

orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga 

tersebut; 

b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang 

dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain 

untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 

Pengertian tentang penelantaran rumah tangga diatur 

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga: 



 
40 

 

40 
 

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup 

rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku 

baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib 

memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan 

kepada orang tersebut. 

2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku 

bagi setiap orang yang  mengakibatkan ketergantungan 

ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk 

bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga 

korban berada di bawah kendali orang tersebut. 

c. Ruang Lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga 
 

Ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga adalah 

sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 

23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah 

Tangga. 

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: 

a. suami, isteri, dan anak; 

b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga 

dengan orang sebagaimana dimaksud  ada huruf a 

karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, 

pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam 

rumah tangga; dan/atau 
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c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan 

menetap dalam rumah tangga tersebut. 

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c 

dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu 

selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. 

 Namun demikian karena ini menyangkut penelitian 

kekerasan rumah tangga dalam bentuk penelantaran rumah 

tangga sebagai alasan mengajukan perceraian yang lebih 

spesifik lagi adalah pelanggaran taklik talak sebagaimana diatur 

dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka 

lingkupnya adalah suami, istri dan anak-anak.  

 
B. Hak – Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

 
Sebagai seorang warga negara, korban kekerasan dalam rumah 

tangga tetap mempunyai hak-hak yang harus dihormati oleh orang lain, 

terutama oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Masalah hak 

seorang warga Negara sudah seharusnya dilindungi oleh Negara, dan 

sangat berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, dimana telah diakui adanya 

semenjak lahir dan harus dihormati. Pelanggaran terhadap hak-hak 

korban dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi 

Manusia. 

Menurut Arif Gosita yang dikutip Moerti Hadiati Soeroso, Secara 

umum, hak korban adalah sebagai berikut : 



 
42 

 

42 
 

1. Korban berhak mendapat konpensasi atas penderitaan, 
sesuai dengan kemampuan pelaku 

2. Korban berhak menolak kompensasi karena tidak 
memerlukannya 

3. Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli 
warisnya bila korban meninggal dunia karena tindakan 
tersebut 

4. Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi 
5. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya 
6. Korban berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan 

membahayakan dirinya 
7. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman 

pihak pelaku, bila melapor dan menjadi saksi 
8. Korban berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum 
9. Korban berhak mempergunakan upaya hukum 

(rechtsmiddelen) 
 
Adapun kewajiban korban adalah sebagai berikut : 

1. Korban tidak main hakim sendiri (eigenrichting) 
2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah 

terjadinya/timbulnya korban lebih banyak lagi 
3. Korban berkewajiban mencegah kehancuran si pelaku baik 

oleh diri sendiri, maupun oleh orang lain. 
4. Korban wajib ikut serta membina pelaku 
5. Bersedia dibina atau membina diri sendiri agar tidak 

menjadi korban lagi 
6. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan 

kemampuan pelaku 
7. Berkewajiban member kesempatan kepada pelaku untuk 

member kompensasi secara bertahap atau sesuai 
kemampuannya 

8. Berkewajiban menjadi saksi bila tidak membahayakan diri 
sendiri dan ada jaminan45 

 

Hak dan kewajiban korban seperti diatas merupakan hak dan 

kewajiban korban kejahatan secara umum. Secara umum, jika terjadi 

                                                 
45 Ibid, hal 115 
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suatu tindak pidana yang menimbulkan korban, maka korban tersebut 

mempunyai hak-hak seperti diatas. Sehingga perlindungan terhadap 

korban dapat dilaksanakan sesuai hak-hak yang melekat kepadanya. 

Selain itu, secara khusus masalah Hak Korban dapat dijumpai 

pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

perlindungan Saksi dan Korban, yaitu dalam Bab I Pasal 5 yaitu : 

(1) Seorang Saksi dan Korban berhak : 
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, 

keluarga,dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang 
berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah 
diberikannya 

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 
perlindungan dan dukungan keamanan 

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan 
d. Mendapat penerjemah 
e.   Bebas dari pertanyaan yang menjerat 
b. Mendapatkan informasi mengenai perkembagan kasus 
c. Mendapatkan informasi mengenai putusan pegadilan 
d. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan 
e. Mendapatkan identitas baru 
f. Mendapatkan tempat kediaman baru 
g. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 

kebutuhan 
h. Mendapat penasehat hukum 
i. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas 

waktu perlindungan berakhir 
(2). Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 

saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu 
sesuai dengan keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban) 
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Selain pengaturan pada pasal tersebut, masalah hak saksi dan 

korban juga diatur dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 

yang berbunyi : 

 “ Korban dalam pelanggaran hak azazi manusia yang berat, selain 
berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 juga berhak 
untuk mendapatkan : 
a. Bantuan medis dan, 
b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial. 

 

Dalam undang-undang tersebut ditekankan peran Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban dalam pemenuhan hak-hak saksi dan 

korban. Semua hak-hak korban diatur melalui Keputusan lembaga 

tersebut. Sedangkan untuk saksi korban pelanggaran hak asasi manusia 

yang dikatagorikan berat, selain hak yang diatur dalam pasal 5, korban 

juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi dan 

bantuan psiko-sosial sesuai yang diatur pasal 6 ketentuan ini. 

Dalam penulisan ini hanya akan melihat hak dan kewajiban korban 

kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun jika 

dalam implementasinya terdapat hambatan-hambatan, tidak menutup 

kemungkinan pemenuhan hak korban dapat dilakukan melalui Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,  

Hak-hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur dalam 

pasal 10, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan  : 
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Korban berhak mendapatkan : 

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, Kejaksaan, 
pengadilan, advokat, lembaga social atau pihak lainnya baik 
sementara maupun berdasarkan penetapan perintah 
perlindungan dari pengadilan 

2. Pelayanan kesehatan sesai dengan kebutuhan medis 
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban 
4. Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum pada 

setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

5. Pelayanan bimbingan rohani 
 

Selain hak-hak korban yang diatur dalam pasal 10, hak – hak 

korban yang lainnya dapat kita jumpai pada pasal 26 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga yang menyebutkan : 

(1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam 
rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada 
maupun ditempat kejadian perkara 

(2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang 
lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada 
pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun 
ditempat kejadian perkara. 

 

Dengan adanya jaminan hak korban yang diatur dalam ketentuan 

perundang-undangan ini membuat para isteri atau korban kekerasan dalam 

rumah tangga yang lainnya lebih berani melaporkan tentang kekerasan 

yang menimpanya. Karena seperti yang diketahui selama ini, kebanyakan 

korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mempunyai keberanian untuk 

melaporkan peristiwa kekerasan yang menimpanya, sehingga dirinya tetap 
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menjadi korban kekerasan, bahkan perlakuan kekerasan tersebut bisa saja 

menjadi peristiwa rutinitas yang dialaminya setiap hari. 

Adanya ketidak beranian korban kekerasan untuk melaporkan 

pelaku kejahatan lebih banyak alasannya karena pertimbangan pelakunya 

adalah anggota didalam rumah tangga, dan pada umumnya adalah kepala 

keluarga dimana korban menggantungkan kebutuhannya, baik kebutuhan 

lahir maupun kebutuhan batin kepada korban. 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak ditemui pengaturan 

secara khusus mengenai kewajiban korban. Namun adalah suatu 

kemustahilan  jika ada hak  tanpa diikuti oleh kewajiban. Dalam Undang-

undang tersebut pada pasal 15 disebutkan kewajiban korban dan 

masyarakat lainnya sebagai berikut : 

“ Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya 
kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya 
sesuai dengan batas kemampuannya untuk : 
a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana 
b. Memberikan perlindungan kepada korban 
c. Membantu proses mengajukan permohonan penentapan 
perlindungan 
 

Memperhatikan bunyi pasal tersebut, dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa permasalahan terjadinya kekerasan dalam rumah 

tangga bukan hanya persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Atau 

dengan kata lain tindakan kejahatan kekerasan dalam rumag tangga bukan 

hanya menjadi urusan orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga 
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tersebut, atau bukan hanya permasalahan pribadi. Namun telah menjadi 

kewajiban bersama, baik korban maupun orang lain atau masyarakat untuk 

mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.  

Terlibatnya orang lain atau masyarakat dalam persoalan ini, bukan 

merupakan bentuk campur tangan pada urusan orang, tetapi sudah menjadi 

tanggung jawab dan kewajiban bagi siapa saja yang mendengar, 

mengetahui dan menyaksikan terjadinya kekerasan dalam rumah untuk 

mencegahnya, untuk melaporkannya kepada pihak berwajib agar 

dilakukan penegakan hukum terhadap persoalan tersebut. 

C. Aspek Pidana dalam Alasan Perceraian  dalam Rumah Tangga 
 
1. Pengetian Perceraian 

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam 

undang-undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau 

berakhirnya hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan 

yang selama ini hidup  sebagai suami istri.  Untuk maksud 

perceraian tersebut  fiqih menggunakan istilah furqah.  Penggunaan 

istilah putusnya perkawinan ini harus digunakan secara hati-hati, 

karena untuk perkawinan yang putus  itu dalam istilah fikih 

digunakan kata “ba’in”, yaitu suatu bentuk perceraian yang tidak 

boleh kembali lagi kepada mantan istrinya keculai dengan melalui 

akad nikah yang baru.  Bain itu merupakan satu bagian dari bentuk 

perceraian, sebagai lawan pengertian perceraian dalam bentuk 

raj’iy, yaitu bercerainya suami dengan istrinya namun belum dalam 
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bentuk yang tuntas, karena dia masih mungkin untuk kembali 

kepada mantan istrinya itu tanpa akad nikah baru selama istrinya 

masih berada dalam masa idah atau masa tunggu.  Setelah habis 

masa tunggu itu ternyata dia tidak kembali kepada mantan istrinya, 

baru perkawinannya dikatakan putus dalam arti sebenarnya atau 

yang disebut dengan bain.46 

  Menurut Sayid Sabiq perceraian dalam fiqh disebut 

dengan talak. Talak berasal dari  bahasa Arab, yang akar kata dari 

thalak adalah al ithlaq yang berarti  melepaskan dan meninggalkan. 

Dalam syariat  Islam talak diartikan  melepaskan ikatan pernikahan 

atau mengakhirinya.47 

  Pengertian lain dari perceraian adalah putusnya suatu 

perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan 

syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu 

perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta 

sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu 

perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah 

alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-

sebab apa terjadi perceraian.48 

2. Alasan Perceraian 

                                                 
46  Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fikih Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, Prenada Media, Jakarta, 2007, Hal. 189 
47 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Terjemah Fikih Sunnah 4, Cakrawala, Jakarta,  2009. Hal. 2. 
48 Martiman Prodjohamidjojo,  Pengantar Hukum Perkawinan di Indonesia,  Hal. 41  
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Perceraian dalam Islam adalah sesuatu yang diperbolehkan 

(halal) namun dibenci oleh Allah swt.  Ini mengandung pengertian 

bahwa percerian itu hanya dapat dilakukan apabila mempunyai 

alasan hukum yang kuat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, secara implisit disebutkan bahwa 

perceraian hanya dapat terjadi apabila ada suatu sengketa dan 

berdasarkan alasan-alasan yang jelas menurut undang-undang. 

Artinya suatu perceraian tidak dapat dilaksanakan apabila tidak ada 

suatu alasan atau alasan-alasan yang jelas berdasarkan undang-

undang. Mengenai alasan-alasan tersebut dalam penjelasan Pasal 

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sebagai aturan dalam 

penerapan hukum bagi Pengadilan Agama, disebutkan sebagai 

berikut : 

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, 

pemadat, penjudi dan penyakit lainnya yang sukar 

disembuhkan. 

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) 

tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan 

yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. 
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3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) 

tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 

berlangsung. 

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 

berat yang membahayakan pihak lain. 

5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit 

dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya 

sebagai suami atau isteri. 

6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan 

dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun 

lagi dalam rumah tangga. 

7) Suami melanggar taklik talak. 

8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan 

terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.49 

3. Bentuk-Bentuk Perceraian 

Sebelum menjelaskan bentuk perceraian yang diatur dalam 

undang-undang, perlu diketengahkan terlebih dahulu tat acara 

perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 

Indonesia. Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai 

dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga 

diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. khusus mereka yang beragama 

                                                 
49A. Mukti Arto, Praktek Perkara pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,  2006,  

Hal. 177 
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Islam diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Peraturan 

Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Pasal 66 sampai dengan 

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Ditinjau dari segi 

tatacara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian 

dibedakan menjadi 2 bagian yaitu cerai talak dan cerai gugat. 

a) Cerai talak 

Cerai talak ialah putusnya perkawinan atas kehendak 

suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan 

dengan ucapan tertentu.50 Cerai talak diajukan oleh pihak suami 

yang petitumnya memohon izin untuk menjatuhkan talak 

terhadap istrinya.51 

Prosedur pengajuan dan proses pemeriksaan cerai talak 

berpedoman pada Pasal 66. S.d. 72 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan 

Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

                                                 
50  Amir Syarifuddin, Op. Cit. Hal. 197 
51 Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Buku II tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, 
Jakarta, 2013, Hal.  147. 
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Peradilan Agama. Jo Pasal 14 s.d. 36 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975.52 

Pasal 66 

 (1)  Seorang suami yang beragama Islam yang akan 
menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada 
Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan 
ikrar talak. 

(2)  Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) 
diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya 
meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila 
termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman 
yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. 

(3)  Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, 
permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah 
hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. 

(4)  Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di 
luar negeri, maka permohonan diajukan kepada 
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 
perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada 
Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 

(5)  Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah 
istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan 
bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun 
sesudah ikrar talak diucapkan. 

 
Pasal 67 
Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di 
atas memuat: 

a.  nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu 
suami, dan termohon, yaitu istri; 

b.  alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak. 
Pasal 68 
(1)  Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh 

Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
setelah berkas atau surat permohonan cerai talak 
didaftarkan di Kepaniteraan. 

(2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam 
sidang tertutup. 

                                                 
52 Ibid. 
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Pasal 69 
Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-
ketentuan Pasal 79, Pasal 80 ayat (2), Pasal 82, dan Pasal 83. 
 
Pasal 70 
(1)  Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah 

pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup 
alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa 
permohonan tersebut dikabulkan. 

(2)  Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam 
ayat (1), istri dapat mengajukan banding. 

(3)  Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum 
tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian 
ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau 
wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. 

(4)  Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa 
khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan 
ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh 
istri atau kuasanya. 

(5)  Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, 
tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak 
mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat 
mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau 
wakilnya. 

(6)  Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak 
ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak 
datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya 
meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut 
maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan 
perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan 
yang sama. 

Pasal 71 
(1)  Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam 

sidang ikrar talak. 
(2)  Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan 

bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan 
penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau 
kasasi. 

Pasal 72 
Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 
71 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1), ayat 
(2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 85. 
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Selama proses pemeriksaan cerai talak sebelum sidang 

pembuktian, istri dapat mengajukan rekonvensi mengenai 

nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut’ah.  

Sedangkan harta bersama dan hadlanah sedapat mungkin 

diajukan dalam perkara sendiri. 

Suami yang mengajukan cerai talak ke Pengadilan 

Agama, dalam permohonannya dapat mengajukan provisi,  

demikian juga istri dalam gugatan rekonvesinya dapat 

mengajukan permohonan provisi tentang hal-hal yang diatur 

dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 

Permohonan provisi sebagaimana dijelaskan di atas, antara lain 

permohonan istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT) untuk didampingi oleh seorang pendamping (Pasal 41 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. 53 

Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan 

kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang 

istrinya tidak terbukti nusyuz, dan menetapkan kewajiban 

mut’ah (Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam). 

Dalam pemeriksaan cerai talak Pengadilan Agama 

sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan sumi dan 

perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar 

                                                 
53 Ibid., Hal. 148 
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pertimbangan menetapkan nafkah anak, mut’ah, nafkah 

madhiyah dan nafkah iddah.54 

b) Cerai Gugat. 

Cerai gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah memutuskan perkara 

perceraian Penggugat dengan Tergugat. Prosedur pengajuan 

cerai gugat dan pemeriksaannya diatur dalam Pasal 73 sampai 

dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 

Agama. Jo Pasal 14 s.d. 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975.55 

Pasal 73 
(1)  Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya 

kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 
tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat 
dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama 
tanpa izin tergugat. 

(2)  Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, 
gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang 
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. 

(3)  Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman 
di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan 
yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan 
mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama 
Jakarta Pusat. 

Pasal 74 

                                                 
54 Ibid. 
55 Ibid. Hal. 149 
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Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah 
satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk 
memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat 
cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang 
berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan 
yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 

Pasal 75 
Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa 
tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan 
akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, 
maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk 
memeriksakan diri kepada dokter. 

Pasal 76 
(1)  Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan 

syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian 
harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal 
dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan 
suami istri. 

(2)  Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi 
tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat 
mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-
masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi 
hakam. 

Pasal 77 
Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas 
permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan 
pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, 
Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk 
tidak tinggal dalam satu rumah. 

Pasal 78 
Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan 

penggugat, Pengadilan dapat: 
a. menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami; 

b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin 
pemeliharaan dan pendidikan anak; 
c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin 
terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama 
suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami 
atau barang-barang yang menjadi hak istri. 

Pasal 79 
Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri 
meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan. 
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Pasal 80 
(1)  Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh 

Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian 
didaftarkan di Kepaniteraan. 

(2)  Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam 
sidang tertutup. 

Pasal 81 
(1)  Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 
(2)  Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala 

akibat hukumnya terhitung sejak putusan 
Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Pasal 82 
(1)  Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan 

perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua 
pihak. 

(2)  Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri 
harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah 
satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan 
tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat 
diwakili oleh kuasanya yang secara khusus 
dikuasakan untuk itu. 

(3)  Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar 
negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian 
tersebut harus menghadap secara pribadi. 

(4)  Selama perkara belum diputuskan, usaha 
mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang 
pemeriksaan. 

Pasal 83 
Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan 
gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan 
telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian 
tercapai. 

Pasal 84 
(1)  Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang 

ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan 
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai 
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat 
kediaman penggugat dan tergugat, untuk 
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mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah 
daftar yang.disediakan untuk itu. 

(2)  Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang 
berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah 
tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai 
salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam 
ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada 
Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan 
dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah 
tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan 
perkawinan. 

(3)  Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, 
maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang 
dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada 
Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya 
perkawinan mereka di Indonesia. 

(4)  Panitera berkewajiban memberikan akta cerai 
sebagai surat bukti cerai kepada para pihak 
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah 
putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap 
tersebut diberitahukan kepada para pihak. 

Pasal 85 
Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 84, menjadi tanggung jawab 
Panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang 
ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan 
kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya. 

Pasal 86 
(1)  Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, 

nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat 
diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian 
ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 

(2)  Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan 
menunda terlebih dahulu perkara harta bersama 
tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam 
lingkungan Peradilan Umum yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu. 

 Gugatan nafkah anak, nafkah istri, mut’ah, nafkah iddah 

dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat, sedangkan 



 
59 

 

59 
 

gugatan hadlanahan dan harta bersama suami istri seyogyanya 

diajukan terpisah dalam perkara ini.56 

Istri yang mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama, 

dalam gugatannya dapat mengajukan provisi,  demikian juga 

suami dalam gugatan rekonvesinya dapat mengajukan 

permohonan provisi tentang hal-hal yang diatur dalam Pasal 24 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.  Permohonan 

provisi sebagaimana dijelaskan di atas, antara lain permohonan 

istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

untuk didampingi oleh seorang pendamping (Pasal 41 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004).57 

Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan 

kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang 

istrinya tidak terbukti nusyuz, dan menetapkan kewajiban 

mut’ah (Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam). Dalam 

pemeriksaan cerai gugat Pengadilan Agama sedapat mungkin 

berupaya mengetahui jenis pekerjaan dan perkiraan pendapatan 

rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan 

menetapkan nafkah anak, mut’ah, nafkah madhiyah dan nafkah 

iddah.58 

                                                 
56 Ibid. Hal. 149 
57 Ibid. hal. 150 
58 Ibid. 
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Cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak 

harus dibuat sejak awal diajukan gugatan agar selaras dengan 

format laporan perkara.59 

4. Akibat Hukum Perceraian 

Bila hubungan perkawinan putus antara suami isteri dalam segala 

bentuknya, maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah:60 

a) Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus 

berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul 

sebagai suami istri, sebagaimana yang berlaku antara dua orang 

yang saling asing.   Perkawinan adalah akad yang membolehkan 

sorang laki-laki bergaul dengan seorang perempuan sebagai 

suami isteri.  Putusnya perkawinan mengembalikan status halal 

yang didapatnya dalam hal perkawinan, sehingga ia kembali ke 

status yang semula, yaitu haram.  Bila terjadi hubungan kelamin 

dalam masa iddah  tersebut termasuk zina.  Hanya tidak 

diperlakukan padanya sanksi  atau had zina karena adanya 

syubhat ikhtilaf ulama, atau syubhat karena perbedaan ulama 

didalamnya.  Ulama hafiyah dan demikian ulama syiah 

Imamiyah membolehkan hubungan kelamin antara mantan 

suami dengan mantan istri yang sedang menjalani masa iddah 

raj’iy dan yang demikian sudah diperhitungkan sebagai bentuk 

rujuk.  Ulama zahiriyah juga berpendapat bolehnya suami istri  

                                                 
59 Ibid. 
60 Amir Syarifuudin, Op. Cit., Hal. 302-303 
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bergaul dengan mantan istrinya dalam iddah raj’iy yang 

demikian tidak dengan sendirinya berlaku ruju. 

b) Keharusan memberi  mut’ah yaitu pemberian suami kepada istri 

yang dicearikannya sebagai suatu kompensasi.  Hal ini berbeda 

dengan mut’ah sebagai pengganti mahar bila istri dicerai 

sebelum digauli dan sebelumnya jumhur mahar tidak 

ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun 

diimbangi dengan suatu pemebrian yang bernama mut’ah. 

c) Melunasi hutang yang waajib dibayarnya dan belum dibayarnya 

selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau nafkah, 

yang menurut sebagian ulama wajib dilakukannya bila pada 

waktunya dia tidak dapat membayarnya.  Begitu pula 

membayarnya.  Begitu juga mahar yang belum dibayarnya atau 

belum dilunasinya, harus dilunasi secara bercerai. 

d) Berlaku atas istri yang dicerasi ketentuan iddah. 

e) Pemerliharaan anak atau hadlanah. 

5. Hak dan Kewajiban Suami Pasca Perceraian 

Undang-undang mengatur kewajiban suami istri yang telah 

becerai, ini diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan menyebutkan  akibat putusnya 

perkawinan karena perceraian ialah :  

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan 

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan 
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kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai 

penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;  

b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya 

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; 

bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi 

kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu 

ikut memikul biaya tersebut;  

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu 

kewajiban bagi bekas isteri. 

Melihat pasal ini jelas sekali bahwa walaupun telah 

terjadi perceraian masing-masing pihak dalam hal ini suami 

dan istri tetap memiliki tanggungjawab terhadap anak dari 

hasil perkawinan mereka. Sang suami pun tetap memiliki 

tanggungjawab terhadap bekas istrinya selama bekas istrinya 

belum memiliki suami lagi. 

Adanya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam dimaksudkan agar kita bersama-sama lebih 

dapat memaknai arti dari suatu lembaga perkawinan sehingga 

kita, khususnya para pasangan suami-istri tidak lekas-lekas 

memutuskan untuk bercerai ketika dirasa sudah tidak ada lagi 

keharmonisan dalam biduk rumah tangga. 

6. Aspek Pidana dalam Alasan Perceraian 
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Alasan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama 

secara normatif diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu: 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, 
pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar 
disembuhkan; 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selarna 2 (dua) 
tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan 
yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya; 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun 
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 
berlangsung; 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 
berat yang membahayakan pihak yang lain; 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 
suami/isteri; 

f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 
dalam rumah tangga. 

Selain alasan perceraian di atas, ada ketentuan lain yang 

mengatur tentang seseorang yang beragama Islam dapat 

mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama yaitu 

sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia yaitu: 

 
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, 

pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar 
disembuhkan; 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selarna 2 (dua) 
tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan 
yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya; 
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c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun 
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 
berlangsung; 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 
berat yang membahayakan pihak yang lain; 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit 
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya 
sebagai suami/isteri; 

f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan 
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun 
lagi dalam rumah tangga; 

g. Suami melanggar ta’lik talak;  
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidak rukunan dalam rumah tangga. 
 

Untuk mengklasifikasikan alasan perceraian sebagaimana 

diuraikan di atas termasuk dalam aspek pidana , maka harus merujuk 

terlebih dahulu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga,  karena 

alasan perceraian merupakan bagian atau lingkup rumah tangga yang 

didalamya berpotensi adanya tindak pidana yang terjadi dalam rumah 

tangga tersebut sehingga berujung pada perceraian. 

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga dinyatakan bahwa: 

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga 

terhadap orang dalam Iingkup rumah tangganya, dengan cara: 

a. kekerasan fisik; 

b. kekerasan psikis; 

c. kekerasan seksual; atau 
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d. penelantaran rumah tangga 

Berdasarkan ketentauan pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga di atas lalu 

dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan dan pasal Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia, maka alasan-alasan perceraian mengandung aspek pidana 

antara lain: 

1) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selarna 2 (dua) 

tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang 

syah atau karena hal lain diluar kemampuannya; (huruf b Pasal 

19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan dan pasal Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia); 

2) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 

berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d Pasal 19 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan dan pasal Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia; 

3) Suami melanggar ta’lik talak (huruf g Pasal 116 Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia.  
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Pasal 116 huruf g  Kompilasi Hukum Islam  tentang 

pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami yang 

secara lengkap berupa:  

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut; 
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga 

bulan lamanya; 
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya; 
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri 

saya   enam bulan lamanya. 
 
Ketetntuan pelanggaran taklik talak di atas mengandung aspek 

pidana yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga huruf a, b dan d.  Pelanggaran taklik talak ini juga 

dapat dihubungkan dan dikenakan ketentuan Pasal  9 ayat 1 

dan 2 undang-undang tersebut yaitu: 

(3) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam 

lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum 

yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau 

perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, 

atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 

(4) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga 

berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan 

ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi 

dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam 

atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah 

kendali orang tersebut. 
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BAB  III 
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN  

PENGADILAN AGAMA 
  
A. Kedudukan Pengadilan Agama 

 
Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan 

kehakiman di Negara Republik Indonesia.  Ini tercermin pada Pasal 18 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 

militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi” 

Di era reformasi, eksistensi Peradilan Agama mencapai puncak 

kekokohannya pada tahun 2001, saat disepakatinya perubahan ketiga 

UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam Pasal 

24 UUD 1945 hasil amandemen, secara ekspilit dinyatakan bahwa, 

lingkungan peradilan agama disebutkan sebagai salah satu pelaksana 

kekuasaan kehakiman di Indonesia, bersama lingkungan peradilan lainnya 

di bawah Mahkamah Agung.61 

Sebagaimana yang telah dijabarkan pada pembahasan yang lalu, 

dapat disimpulkan bahwa perjalanan peradilan agama begitu panjang 

dalam sejarah hukum dan peradilan di Indonesia, terakhir kalinya hal 

                                                 
61 Jaenal Aripin, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia, Kencana, 

Jakarta, 2008, hal. 313 
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yang paling menggembirakan adalah pada tanggal 21 Maret 2006 telah 

disahkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, merupakan perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Setelah 

lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tersebut, maka semakin 

kokohlah kekuasaan dan kewenangan peradilan agama.62 

Selain itu, secara yuridis formal tentang kedudukan peradilan 

agama pada era reformasi disebutkan dalam UU No. 3 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa; 

“Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah 

hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, sedangkan Pengadilan tinggi 

berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah 

provinsi.63 

Hal lain yang penting dalam kedudukan peradilan agama di era 

reformasi adalah dalam hal pembinaan. Dalam UU No. 3 Tahun 2006 

disebutkan, bahwa pembinaan teknis peradilan, oraganisasi, administrasi, 

dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pembinaan 

teknis ini lebih mengacu pada penerapan hukum acara dalam peradilan 

yang bersangkutan dan penerapan segala peraturan yang berlaku 

menyangkut suatu perkara tertentu.64 

 

                                                 
62 Ibid. 
63 Ibid., Hal. 314 
64 Ibid., Hal.  315 
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B. Kewenangan Pengadilan Agama 
Pada saat akan mengajukan gugatan atau permohonan harus 

diperhatikan oleh calon Penggugat atau Pemohon, bahwa gugatan atau 

permohonan diajukan ke Pengadilan apa dan di mana yang berwenang 

untuk menangani perkara yang diajukan. Hukum acara peradailan di 

Indonesia mengenal dua bentuk kewenangan yakni kewenangan absolut 

dan kewenangan relatif.65 

1. Kompetensi (Kewenangan) Absolut 

Kewenangan absolut adalah menyangkut masalah kekuasaan 

antar badan-badan peradilan dilihat dari segi macamnya pengadilan, 

dalam bahasa belanda disebut dengan “attributie van rechmatcht”, 

sesuai dengan fungsi dan peran Peradilan (Peradilan Agama 

misalnya) harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan 

mengadili perkara yang bukan menjadi kewenangannya, tidak 

tergantung pada adanya eksepsi dari tergugat, dan hal ini dapat 

dilaksanakan pada awal pemeriksaan.66 

Terdapat empat lingkungan organisasi kekuasaan kehakiman 

di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, yakni Lingkungan Peradilan 

Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Tata 

Usaha Negara, dan Lingkungan Badan Peradilan Militer, yang 

                                                 
65 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah 

Syariyah di Indonesia, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta, 2008, Hal. 116 
66 Ibid.  
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berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan 

kehakiman tertinggi untuk semua lingkungan peradilan.67 

 
Kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama, sebagaimana 

juga telah dijelaskan apada bagian sebelumnya, diatur dalam Pasal 49 

Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang telah 

disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu  memeriksa, memutus 

dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam 

di bidang:68 

a. Perkawinan.  
b. Waris.  
c. Wasiat.  
d. Hibah.  
e. Wakaf.  
f. Zakat.  
g. Infak.  
h. shadaqah; dan   
i. ekonomi syari’ah.  

Dalam penjelasan Pasal 49 huruf a bahwa yang dimaksud dengan 

perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan 

undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan 

menurut syariat  Islam, antara lain: 

1.  Izin beristri lebih dari seorang. 
2.  Izin  melangsungkan  perkawinan  bagi  orang  yang  belum  

berusia  21 (duapuluh satu) tahun, dalam hal orang tua, wali 
atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. 

                                                 
67 Ibid., Hal 117. 
68 Mahkamah Agung RI, Titik Singgung Kewenangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan 

Umum dan Peradilan Agama, Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan 
Mahkamah Agung RI, 2010, Hal. 22 
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3.  Dispensasi kawin. 
4.  Pencegahan Perkawinan. 
5.  Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah. 
6.  Pembatalan perkawinan. 
7.  Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri. 
8.  Perceraian karena talak. 
9.  Gugatan perceraian. 
10. Penyelesaian harta bersama. 
11. Mengenai penguasaan anak-anak. 
12.  Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 

bilamana yang seharusnya bertanggungjawab tidak 
mematuhinya. 

13.  Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh 
suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban 
bagi bekas istri. 

14.  Putusan tentang sah dan tidaknya seorang anak. 
15.  Penentuan pencabutan kekuasaan orangtua. 
16.  Pencabutan kekuasaan wali. 
17.  Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam 

hal kekuasaan seorang wali dicabut. 
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang 

belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal 
kedua orang tuanya. 

19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak  
   yang ada di bawah kekuasaannya. 
 
20. Penetapan asal-usul seorang anak, dan penetapan 

pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. 
Catatan:  Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam 
diperlukan antara lain berdasar alasan: 

a. Adanya perbedaan pandangan antara hukum Islam 
dengan hukum lainnya mengenai status anak angkat, 
dalam hubungannya dengan nasab, hak kewarisan, 
mahram, dan lainnya. 

b. Keinginan yang sangat kuat di kalangan umat Islam 
dalam bidangpengangkatan anak mendasarkan pada 
prinsip - prinsip hukum Islam. 
 

 21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk 
melakukan perkawinan campuran.  
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22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum 
UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Sedangkan 
yang dimaksud dengan "ekonomi syari’ah" dalam 
penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 tersebut adalah perbuatan atau kegiatan usaha 
yang dilaksanakan menurut prinsip syari‟ah , antara lain 
meliputi:  
a.  Bank syariah; 
b.  Lembaga keuangan mikro syariah. 
c. Asuransi Syariah.  
d. Reasuransi Syariah. 
e. Reksadana Syariah.  
f. Obligasi dan surat berharga berjangka menengah Syariah. 
g. Sekuritas Syariah.  
h. Pembiayaan Syariah.  
i.  Pegadaian Syariah.  
j. Dana pensiun lembaga keuangan Syariah; dan   
k. Bisnis syari‟ah.  

  

 Tugas-tugas lain yang diberikan kepada Pengadilan Agama 

antara lain ialah:   

1.  Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum 

Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila 

diminta {vide Pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989}.  

2.  Menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta 

peninggalan (P3HP) di luar sengketa antara orang-orang yang 

beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam {Pasal 

107 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989}.  

 3. Memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah 

melihat atau menyaksikan (rukyat) hilal (awal bulan) Ramadhan 
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dan Syawwal tahun Hijriyah (vide Pasal 52A UU No. 3 Tahun 

2006). 

4.  Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan 

hukum, pelayanan riset, dan pengawasan. 

Kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 49 di atas, berdasarkan pada asas personalitas keIslaman, 

dengan ketentuan pertama pada golongan warga negara yang 

beragama Islam, kedua hukum yang digunakan adalah hukum Islam, 

baik hukum yang dijadikan dasar perbuatan subyek hukum, maupun 

dasar penyelesaian terjadinya perselisihan antara subyek hukum, atau 

hukum yang dijadikan dasar hukum perbuatan hukum para subyek 

hukum.  Namun, dalam perkembangannya asas personalitas 

keIslaman ini mulai bergeser (tidak mutlak), seperti masalah-masalah 

perselisihan ekonomi syariah, sebab yang menjadi pokok/dasar 

pemberlakuan hukum Islam bukan hanya subyek hukum saja, tetapi 

lebih berdasarkan “aqad” atau “hukum perjanjian” antara subyek 

hukum yaitu antara kredirtur dan debitur yang berdasarkan hukum 

Islam.69 

Penerapan asas kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dipertegas 

lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta dalam 

                                                 
69 Ibid. 
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penjelasannya adalah pengadilan agama tingkat pertamna untuk 

memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara 

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, 

kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqah dan ekonomi 

syariah berdasarkan hukun Islam.  Kata “berdasarkan hukum Islam” 

memberikan arti yaitu, bahwa perkara-perkara tersebut antara orang-

orang yang beragama Islam dan hukum yang dipergunakan adalah 

hukum Islam.  Dan bila terjadi perselisihan harus diselesaikan 

berdasarkan hukum Islam oleh hakim Pengadilan Agama.70 

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, 

bahwa pihak-pihak yang berperkara, baik pihak materil maupun 

formil, artinya untuk menjadi pihak di muka pengadilan agama tidak 

disyaratkan harus seorang yang beragama Islam, meskipun pada 

dasarnya Pengadilan Agama adalah pengadilan mereka yang 

beragama Islam.  Namun Pengadilan Agama merupakan sistem dari 

kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan 

keadilan.  Bahkan dimungkinkan perkara-perkara pidana atau jinayah 

pada Pengadilan Agama tertentu, misalnya, pada Mahkamah 

Syar’iyah di Nanggroe Aceh Darussalan sebagaimana ditegaskan 

dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.71 

2. Kompetensi (Kewenangan) Relatif. 

                                                 
70 Ibid,., Hal. 22-23 
71  Ibid. 
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Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang 

satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan 

pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya 

antara pengadilan negeri magelang dengan pengadilan negeri 

purworejo, antara Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan 

Agama Baturaja. Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri 

Purworejo satu jenis, sama-sama lingkungan peradilan umum dan 

sama-sama pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Agama Muara 

Enim dan Pengadilan Baturaja satu jenis, yaitu sama-sama 

lingkungan peradilan agama dan satu tingkatan, sama-sama tingkat 

pertama.72 

Menurut hukum acara perdata umum yang diatur dalam HIR 

Pasal 118 dan RBg. Pasal 142, kompetensi relatif titik tekannya 

adalah berkaitan dengan  wilayah hukum suatu pengadilan, apabila 

suatu gugatan atau permohonan diajukan bukan pada tempat tinggal 

tergugat, maka pengadilan harus menunggu eksepsi  yang dilakukan 

oleh Tergugat berwenang untuk menolaknya.  Namun dalam hukum 

acara perdata khusus yang berlaku pada Pengadilan Agama, bertujuan 

untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan istri pada 

khususnya, sehingga dalam perkara perceraian yang diajukan oleh 

pihak istri, maka gugatan tidak harus diajukan pada pengadilan 

                                                 
72 Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan 

Agama, UII Press, Yogyakarta,  2009, Hal. 26 
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dimana sang suami atau tergugat bertempat tinggal tapi cukup 

diajukan di Pengadilan Agama atau Penggugat bertempat tinggal.73 

Berkaitan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh 

suami atau pemohon kepada pihak istri atau termohon yang berlaku di 

lingkungan Peradilan Agama, maka permohonan itu diajukan di 

pengadilan di mana istri tersebut bertempat tinggal, kecuali apabila 

Termohon sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa 

seizing Pemohon, maka permohonan dapat diajukan pada Pengadilan 

Agama dimana istri sekarang bertempat tinggal atau tetap pada 

Pengadilan Agama semula.74 

Persoalan kompetensi relatif, keberatan itu harus diajukan 

sebelum ada pemeriksaan,  hakim tidak dapat meneliti wewenang 

relatif karena jabatannya, pengadilan (baik pengadilan umum atau 

Pengadilan Agama dan/atau pengadilan lainnya) hanya mempunyai 

kewenangan untuk memeriksa perkara dalam hal wilayah hukumnya 

saja, apabila terjadi sengketa kewenangan  antara dua pengadilan 

yang sama, maka akan diputuskan  oleh Pengadilan Tingkat Banding 

di wilayah kedua pengadilan yang sama tersebut berada.75 

 

 

 

 
                                                 
73 Ahmad Mujahidin, Op. Cit., Hal.125 
74 Ibid. 
75 Ibid. Hal. 126 
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C. Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Agama 
 

1. Pengertian Hukum Acara Pengadilan Agama 

Sebelum menjelaskan lebih jauh pengertian hukum acara Pengadilan 

Agama maka harus dikemukakan terlebih dahulu pengertian dari 

hukum acara itu sendiri dari berbagai ahli hukum.  Wirjono 

Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-

peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka 

pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, sama-

sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum 

perdata.76  

Menurut Abdul Manan, hukum acara perdata merupakan hukum yang 

mengatur tentang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, 

bagaimana pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan 

penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum maupun 

sedang pemeriksaan dilaksanakan serta bagaimana cara hakim 

memutus perkara yang diajukan oleh penggugat tersebut dan 

bagaimana melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban 

sebagaimana yang telah diatur dalam hukum perdata dapat berjalan 

sebagaimana mestinya.77  

                                                 
76 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur, Bandung,  1982, Hal. 12.  
77 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Yayasan 

Al Himah, Jakarta, 2000, Hal.  1-2.  



 
78 

 

78 
 

Adapun pengertian Hukum Acara Pengadilan Agama, sebagaimana 

dikemukakan oleh A. mukti Arto, adalah peraturan hukum yang 

mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materil dengan 

perantaraan hakim atau bagaimana cara bertindak di muka Pengadilan 

Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan 

sebagaimana mestinya.78 

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama menyatakan” Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan 

dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata 

yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, 

kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”. 

 

2. Sumber  Hukum Acara dan Hukum Terapan Pengadilan Agama 

a. Sumber Hukum Acara Pengadilan Agama 

 

Sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan 

Umum, diberlakukan juga untuk lingkungan Peradilan Agama. 

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

hukum Acara Peradilan Agama, antara lain sebagai berikut: 

1. HIR (Herzien Inlandsch Reglement) atau RIB (Reglemen 
Indonesia yang diperbaharui) Staatsblad 1941 No. 44. 

2. RBg (Rechtsreglement voor de Buiten gewesten) Stb. 1927 – 227; 
3. Rv (Reglement of de Burgelijke Rechts vordering) Staatblad 52 

Tahun 1847; 
4. KUH Perdata (BW / Burgerlijk Wetboek voor Indonesie); 
5. Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 1947 Tentang Peradilan 

                                                 
78 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 

2005, Hal. 7 
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Ulangan/Banding; 
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. 
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah 
Agung. 

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 
11. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. 
12. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 
Agama. 

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 
Transaksi Elektronik. 

14. PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. 
15. PP No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. 
16. Instruksi  Presiden  (Inpres)  No.  1  Tahun  1991  Tentang 

Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
17. Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  01  Tahun  2008  

Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. 
18. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 

Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. 
19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

084/KMA/SK/V/2011 Tentang Ijin Sidang Pengesahan 
Perkawinan (Itsbat Nikah) Di Kantor Perwakilan Republik 
Indonesia. 

20.  Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Dan 
Sekretaris Mahkamah    Agung    RI    Nomor    04/TUADA-
AG/II/2011    dan    Nomor 020/SEK/SK/II/2011  Tentang  
Petunjuk  Pelaksanaan  Surat  Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 
10 Tahun 2010 Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B. 

21. Hasil Rakernas MARI. 
22. Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama. 

 
Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 27 UU No. 14 / 1970, maka 

hukum sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, 
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mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat. 

Demikian pula dalam bidang hukum acara di Peradilan Agama. Hakim 

wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum, mengisi 

kekosongan-kekosongan dalam hukum acara juga, agar putusan yang 

di hasilkan lebih mendekati kebenaran dan keadilan yang diridhoi 

Allah SWT. Karena di proses dengan acara yang akan lebih 

memberikan rasa keadilan yang memuaskan para pencari keadilan 

yang beragama Islam itu.79 

b. Sumber Hukum Terapan Pengadilan Agama 

Sedangkan Hukum Terapan/Hukum Materil Peradilan Agama, 

antara lain sebagai berikut: 

1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok- Pokok Agraria. 

1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
 
3.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama. 
 
4.  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan 

Zakat. 
 
5.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia. 
 
6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak. 
 
7.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan 
 

Dalam Rumah Tangga (KDRT). 

                                                 
79 A. Mukti Arto, Op. Cit., Hal. 12-13 
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8.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
 
9.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan 

Pertama Atas 
 

UU Nomor 7 Tahun 1989. 
 
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga 

Syariah 
 

Negara (SBSN). 
 
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syariah. 
 
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 

2002 Tentang 
 

Peradilan Syariat Islam. 
 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 
Pendaftaran Tanah. 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang 

Perwakafan Tanah 
 

Milik. 
 
16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007  Tentang  

Pelaksanaan 
 

Pengangkatan Anak. 
 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 Tentang 

Perusahaan Penerbit 
 

Surat Berharga Syariah Negara. 
 
18. Peraturan   Pemerintah   Nomor   57   Tahun   2008   Tentang   

Pendirian 
 

Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia. 
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19. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran 
Kompilasi 

 
Hukum Islam (KHI) Di Indonesia. 

 
20. Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  02  Tahun  

2008  Tentang 
 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 
 
21. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). 
22. Peraturan  Menteri  Agama  (Permenag)  Nomor  1  Tahun  

1978  Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 

Tentang Perkawafan Tanah Milik. 

23. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali 
Hakim. 

 
24. Kepmenag Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah 

Uang Iwadh Dalam Rangkaian Shighat Taklik Bagi Umat Islam. 
 
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK 08/2011 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

218/PMK 08/2008 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat 

Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri. 

26. Yurisprudensi. 
 
27. Hasil Rakernas MARI. 
 
28. Doktrin. 

 

D. Asas-Asas dalam Peradilan Agama 
 
1. Asas Umum Lembaga Peradilan Agama 

 
Asas-Asas umum lembaga Peradilan Agama ini antara lain adalah:80 
 

                                                 
80 Muhammad Nasikhin, Perbankan Syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketenya, Studi 

Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengkete Perbankan Syariah 
Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Fatawa Publishing, Semarang, 
2010, Hal. 77-79 
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a) Asas Bebas Merdeka 
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negarayang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya 

Negara hukumRepublik Indonesia. 

Pada dasarnya azas kebebasan hakim dan peradilan yang 

digariskan dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan 

atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah 

merujuk pada pasal 24 UUD 1945 dan jo. Pasal 1 Undang-

undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang\U Nomor 4 tahun 

2004 ini menyebutkan “Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini 

mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman 

yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, 

dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang 

datang dari pihak ekstra yudisial  kecuali dalam hal yang 

diizinkan undang-undang.”  Undang-undang ini sekarang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 

b)  Asas Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman 

Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan 
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Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan 

Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi. 

Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik 

Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan 

undang-undang, dan peradilan negara menerapkan hukum dan 

keadilan berdasarkan Pancasila. 

c) Asas Ketuhanan 

Peradilan Agama dalam menerapkan hukumnya selalu 

berpedoman pada sumber hukum agama Islam, sehingga 

pembuatan putusan ataupun penetapan harus dimulai dengan 

kalimat Basmalah yang diikuti dengan irah-irah “Demi 

Keadilan Berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.” 

d)  Asas Fleksibelitas 

Pemeriksaan perkara di lingkungan peradilan agama harus 

dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun 

asas ini diatur dalam pasal 57 (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 

yang tidak diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Peradilan Agama jo pasal 4 (2) dan pasal 5 (2) 

UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Untuk itu, pengadilan agama wajib membantu kedua pihak 

berperkara dan berusaha menjelaskan dan mengatasi segala 

hambatan yang dihadapi para pihak tersebut. 
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Yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah 

difahami dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak pada 

formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan. 

Sebab apabila terjebak pada formalitas-formalitas yang 

berbelit-belit memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran. 

Cepat yang dimaksud adalah dalam melakukan pemeriksaan 

hakim harus cerdas dalam menginventaris persoalan yang 

diajukan dan mengidentifikasikan persolan tersebut untuk  

kemudian mengambil intisari pokok persoalan yang 

selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada. 

Apabila segala sesuatunya sudah diketahui majelis hakim, 

maka tidak ada cara lain kecuali majelis hakim harus 

secepatnya mangambil putusan untuk dibacakan dimuka 

persidangan yang terbuka untuk umum. 

Biaya ringan yang dimaksud adalah harus diperhitungkan 

secara logis, rinci dan transparan, serta menghilangkan biaya-

biaya lain di luar kepentingan para pihak dalam berperkara. 

Sebab tingginya biaya perkara menyebabkan para pencari 

keadilan bersikap apriori terhadap keberadaan pengadilan. 

e) Asas Non Ekstra Yudisial 

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain 

di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal 

sebagaimana disebut dalam UUD RI Tahun 1945. Sehingga 
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setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud akan dipidana. 

f)   Asas Legalitas 

Peradilan Agama mengadili menurut hukum dengan tidak 

membeda-bedakan orang. Asas ini diatur dalam pasal 3 (2), 

pasal 5 (2), pasl 6 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 

yang telah diubah dan dapat dilihat [ada Pasal 25 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan 

Agama. 

Pengadilan Agama mengadili menurut hukum agama Islam 

dengan tidak membeda-bedakan orang, sehingga hak asasi 

yang berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap 

orang di muka persidangan Pengadilan Agama tidak 

terabaikan. 

Asas legalitas dapat dimaknai sebagai hak perlindungan 

hukum dan sekaligus sebagai hak persamaan hukum. Untuk itu 

semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan 

fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasar atas hukum, 

mulai dari tindakan pemanggilan, penyitan, pemeriksaan di 

persidangan, putusan yang dijatuhkan dan eksekusi putusan, 
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semuanya harus berdasar atas hukum. Tidak boleh menurut 

atau atas dasar selera hakim.  

2. Asas Khusus Lembaga Peradilan Agama 
 
Asas-asas khusus Lembaga Peradilan Agama yaitu:81 
 
1)         Asas Personalitas Ke-islaman 

Yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan 

peradilan agama, hanya mereka yang mengaku dirinya beragama 

Islam. Asas personalitas ke-islaman diatur dalam UU nomor 3 

Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 

Tentang peradilan agama Pasal 2 Penjelasan Umum alenia ketiga 

dan Pasal 49 terbatas pada perkara-perkara yang menjadi 

kewenangan peradilan agama. 

Ketentuan yang melekat pada UU No. 3 Tahun 2006 Tentang 

asas personalitas ke-islaman adalah : 

a)    Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama 

Islam. 

b)    Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, 

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan 

ekonomi syari’ah. 

                                                 
81 Ibid., Hal. 79-82 
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c)    Hubungan hukum yang melandasi berdsarkan hukum islam, 

oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum 

Islam. 

Khusus mengenai perkara perceraian, yang digunakan sebagai 

ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadila Agama adalah 

hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan. 

Sehingga apabila seseorang melangsungkan perkawinan secara 

Islam, apabila terjadi sengketa perkawinan, perkaranya tetap 

menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama, walaupun salah 

satu pihak tidak beragam Islam lagi (murtad), baik dari pihak 

suami atau isteri, tidak dapat menggugurkan asas personalitas ke-

Islaman yang melekat pada saat perkawinan tersebut 

dilangsungkan, artinya, setiap penyelesaian sengketa perceraian 

ditentukan berdasar hubungan hukum pada saat perkawinan 

berlangsung, bukan berdasar agama yang dianut pada saat 

terjadinya sengketa. 

Letak asas personalitas ke-Islaman berpatokan pada saat 

terjadinya hubungan hukum, artinya patokan menentukan ke-

Islaman seseorang didasarkan pada factor formil tanpa 

mempersoalkan kualitas ke-Islaman yang bersangkutan. Jika 

seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat 

asas personalitas ke-Islaman. Faktanya dapat ditemukan dari 

KTP, sensus kependudukan dan surat keterangan lain. Sedangkan 
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mengenai patokan asas personalitas ke-Islaman berdasar saat 

terjadinya hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat : 

Pertama, pada saat terjadinya hubungan hukum, kedua pihak 

sama-sama beragama Islam, dan Kedua, hubungan hukum yang 

melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum 

Islam, oleh karena itu cara penyelesaiannya berdasarkan hukum 

Islam. 

2)        Asas Ishlah (Upaya perdamaian) 

Upaya perdamaian diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan jo. Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan UU No. 1 Tentang perkawinan jo. Pasal 65 dan 

Pasal 82 (1 dan 2) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah 

dalam UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 

115 KHI, jo. Pasal 16 (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 

Islam menyuruh untuk menyelesaikan setiapperselisihan dengan 

melalui pendekatan “Ishlah”. Karena itu, tepat bagi para hakim 

peradilan agama untuk menjalankn fungsi “mendamaikan”, sebab 

bagaimanapun adilnya suatu putusan, pasti lebih cantik dan lebih 

adil hasil putusan itu berupa perdamaian. 

3)        Asas Terbuka Untuk Umum 

Asas terbuka untuk umum diatur dalam pasal 59 (1) UU No.7 

Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 Tahun 2006 
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Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 (3 dan 4) UU No. 4 Tahun 

2004. 

Sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama adalah terbuka 

untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain atau jika 

hakim dengan alasan penting yang dicatat dalam berita acara 

siding memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan 

atau sebagianakan dilakukan dengan siding tertutup. Adapun 

pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama yang harus dilakukan 

dengan siding tertutup adalah berkenaan dengan pemeriksaan 

permohonan cerai talak dan atau cerai gugat (pasal 68 (2) UU No. 

7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 tahun 2006 

Tentang Peradilan Agama). 

4)        Asas Equality 

Setiap orang yang berperkara dimuka sidang pengadilan adalah 

sama hak dan kedudukannya, sehingga tidak ada perbedaan yang 

bersifat “diskriminatif” baik dalam diskriminasi normatif maupun 

diskriminasi kategoris. Adapun patokan yang fundamental dalam 

upaya menerapkan asas “equality” pada setiap penyelesaian 

perkara dipersidangan adalah : 

a.    Persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan 

persidangan pengadilan atau “equal before the law”. 

b.    Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau “equal 

protection on the law” 



 
91 

 

91 
 

c.     Mendapat hak perlakuan yang sama di bawah hukum 

atau “equal justice under the law”. 

5)        Asas “Aktif” memberi bantuan 

Terlepas dari perkembangan praktik yang cenderung mengarah 

pada proses pemeriksaan dengan surat atau tertulis, hukum 

acara perdata yang diatur dalam HIR dan RBg sebagai hukum 

acara yang berlaku untuk lingkungan Peradilan Umum dan 

Peradilan Agama sebagaimana yang tertuang pada Pasal 54 UU 

No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. 

6)        Asas Upaya Hukum Banding 

Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan 

banding kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. 

7)        Asas Upaya Hukum Kasasi 

Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat 

dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh para pihak 

yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. 

8)       Asas Upaya Hukum Peninjauan Kembali 

Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan 

kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau 

keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang, dan 
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terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan 

peninjauan kembali. 

9)        Asas Pertimbangan Hukum (Racio Decidendi) 

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar 

putusan tersebut, memuat pula paal tertentu dan peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak 

tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 
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BAB IV 
EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 9 AYAT 1 DAN 2 UNDANG 
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN 

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SOLOK 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 
 

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga 

Dalam Hukum Pidana Indonesia,  

Kekerasan dalam rumah tangga tidak harus diartikan dalam bentuk 

fisik (memukul, menjambak), bentakan atau kata-kata kasar atau memelototi, 

namun salah satu kekerasan dalam rumah tangga adalah menimbulkan 

dampak besar mengganggu sendi dasar masyarakat adalah penelantaran rumah 

tangga. Penelantaran rumah tangga berarti ketergantungan ekonomi dengan 

cara membatasi dana tau melarang pasangan untuk bekerja yang layak di 

dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang 

tersebut.  Dalam beberapa kasus, suami begitu saja meninggalkan rumah, baik 

dalam waktu singkat atau panjang, dengan sengaja menelantarkan 

keluarganya dan sama sekali tidak pernah membiayai rumah tangganya.  

Mereka tak mau tahu bagaimana isteri harus berjuang mendapatkan susu dan 

makanan untuk anak-anak mereka serta bertahan agar anak-anak tetap 

mendapat pendidikan yang layak.82 

Kesejahteraan di dalam biduk rumah tangga dengan adanya 

penelantaran rumah tangga telah diganggu akibat tidak bertanggungjawabnya 

suami terhadap kebutuhan rohani dan jasmani dan telah terjadi pelanggaran 

                                                 
82 Lely Setyawati Kurniawan, Refleksi Para Korban  dan Pelaku Kekerasan dalam Rumah 

Tangga, Apakah Jiwaku Sehat, Andi Offset, Yogyakarta, 2015, Hlm. 9 
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Pasal 30 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

menyatakan Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 

rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat dan Pasal 34 

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan 

bahwa Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

Penelantaran rumah tangga sudah dianggap bentuk kekerasan dalam 

rumah tangga sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  

Penelantaran dalam rumah tangga banyak dilakukan oleh laki-laki 

(suami) dan  korban adalah Perempuan (istri) dan anak sebagai  dikarenakan 

perempuan dan anak merupakan sosok yang memiliki potensi-potensi diri 

yang merupakan hak asasi manusia dan harus mendapatkan perlindungan dari  

tindakan ini tergolong kejahatan, untuk itu seluruh warga Negara Indonesia 

harus terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan penyiksaan dan 

sistemhukum yang ada belum menjamin perlindungan terhadap korban 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  

. Berkaitan dengan perempuan sebagai korban dari tindak pidana 

penelantaran  di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami dan 

perempuan khususnya yang bertempat tinggal di Wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari 

segala bentuk kekerasan sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Undang 

Undang Dasar 1945maka pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang 
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Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga. 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah produk pembaharuan 

hukum yang berpihak pada kelompok rentan dan tersubordinasi, khususnya 

perempuan.Undang Undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan hukum masyarakat. Untuk itu diperlukan pengaturan 

tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tersendiri 

karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang 

Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan 

serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan. 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur pencegahan dan perlindungan 

serta pemulihan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, juga 

mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan 

unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang 

Undang Hukum Pidana. 

Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 dan 4 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki maksud dan tujuan dimana 

perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi 

yang sama utuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi 

keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional yaitu harmonis 

dan sejahtera, yang selengkapnya menyatakan bahwa : 

Pasal 3 
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Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan asas : 
a. Penghormatan hak asasi manusia; 
b. Keadilan dan kesetaraan gender; 
c. Nondiskriminasi 
d. Perlindungan korban. 
 
Pasal 4 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan : 
a. Mencegah segala bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
b. Melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
c. Menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan 
d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera 
 

Pengaturan hukum tindak pidana  penelantaran rumah tangga itu 

harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya 

disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan 

pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak 

pidana (strafbaarfeit). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana 

hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana 

tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) 

ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur).83 

Adapun menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam 

KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, 

yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Adapun yang dimaksud dengan 

unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku 

atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu 

segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud 

                                                 
83 Sudarto, Hukum Pidana 1 A - 1B, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 

1990/1991,  hlm. 43 
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dengan unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya 

dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si 

pelaku itu harus dilakukan.84 

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:85  

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus); 

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging 

seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 

3. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 

misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 

pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;  

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 

misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 

340 KUHP;  

5. Perasaaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di 

dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:86 

1. Sifat melanggar hukum;  

2. Kualitas si pelaku; 

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 

penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 

                                                 
84 Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,  Sinar Baru, Bandung, Hlm, 1984, 173-174. 
85  Ibid. Hlm. 184 
86  Ibid. 
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Dalam kontek unsur-unsur tindak pidana tentang penelantaran, maka 

harus merujuk secara spesifik terhadap aturan yang mengatur tindak pidana 

penelantaran tersebut. Aturan itu adalah  Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 disebutkan: 

 
(1)   Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 

tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau 
karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan 
kehidupan,perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut. 

(2)   Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi 
setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi 
dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang 
layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada 
dibawah kendali orang tersebut. 
 

Penelantaran rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  maka  dapat  

dijabarkan  bahwa  unsur-unsur tindak  pidana penelantaran dalam konteks 

suami yang telah menelantarkan istri  adalah:87 

a.  Unsur kelakuan yang disebut dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 adalah 

 
Perbuatan  menelantarkan  dalam  rumah  tangga  dimana  kedudukan  

suami  sebagai  kepala rumah tangga seharusnya memberikan kehidupan, 

perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut. Sedangkan unsur 

akibat yang ditimbulkan adalah terlantarnya rumah tangga yang telah 

dibangun atas dasar kesepakatan dalam ikatan pernikahan. 

                                                 
87 Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, Citra Aditya, 

Bandung, 2006, Hlm.  
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b. Unsur hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan menurut 

beberapa penulis Belanda berpendapat bahwa keadaan tadi merupakan 

strafbaar feit, sekalipun tambahan.   Sehingga unsur ini lebih condong 

untuk memandangnya sebagai elemen perbuatan pidana tetapi sebagai 

syarat penuntutan.   Untuk hal ikhwal atau keadaan yang menyertai 

perbuatan penelantara istri adalah suami tidak memberikan kehidupan, 

perawatan, atau pemeliharaan kepada istri maupun anak. 

c. Untuk unsur keadaan  tambahan  yang memberatkan pidana dalam  Pasal  

9  dan  Pasal  49 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak mengatur hal-hal yang 

dapat memberatkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran 

isteri. 

d.   Tindakan penelantaran dalam rumah tangga setelah keluarnya Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 sudah menjadi perbuatan melawan 

hukum pidana dimana ada sanksi pidana yang mengaturnya secara  

khusus  dalam  Undang-Undang tersebut.    Unsur  perbuatan  melawan 

hukum obyektif yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 adalah: 

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 
tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, 
perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut. 

(2)  Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap   
orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam 
atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang 
tersebut. 
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e.  Unsur  melawan  hukum  yang  subyektif  merupakan  sifat  melawan  

hukumnya  perbuatan tergantung pada bagaimana sikap batinnya 

terdakwa.   Pengetahuan tentang sifat melawan hukum yang subyektif ini 

relatif belum lama, dapat disimpulkan dalam tindak pidana penelantaran 

dalam rumah tangga yang menjadi unsur melawan hukum yang 

subyektifnya adalah niat suami. 

Bagi masyarakat yang mendengar, melihat atau mengetahui 

terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga wajib melakukan upaya-upaya 

sesuai kemampuannya sebagaimana Pasal 15 Undang Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggauntuk : 

a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana 

b. Memberikan perlindungan kepada korban 

c. Memberikan pertolongan darurat; dan 

d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. 

Dan perlindungan lebih jelasnya telah dicantumkan di dalam pasal Pasal 16 

sampai Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tanggadengan tugas dan pelayanan yang diberikan 

kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

Selanjutnya dalam memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan 

seksual terhadap tindak pidana yang dilakukan maka Pasal 49  Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
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Rumah Tangga mempertegas ketentuan pidana bagi pelaku, selengkapnya 

sebagai berikut : 

Pasal 49 

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda 

paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang 

yang :  

a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);  

b.  menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (2). 

Dengan ketentuan pidana yang telah ditetapkan, selanjutnya di dalam 

Pasal 50 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan wewenang kepada hakim 

menjatuhkan pidana tambahan berupa : 

b. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan  pelaku 

dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak 

tertentu dari pelaku; 

c. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan 

lembaga tertentu 
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B. Penyebab Tidak Efektifnya Penerapan Pasal 9 Ayat 1 Dan 2 Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Solok. 

Penelantaran rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Solok setiap 

tahunnya meningkat, hal  ini diperoleh dari laporan cerai gugat di 

Pengadilan Agama Koto Baru mengalami peningkatan selama tiga tahun 

terakhir 30% dimana pada tahun 2015 sebanyak 112 perkara, 2016 

sebanyak 130 perkara dan pada tahun 2017 sebanyak 152 perkara88 

sebagaimana table berikut : 

Tabel 1 
Jumlah Perkara Penelantaran Rumah Tangga di Pengadilan Agama 

Koto Baru Tahun 2015 s.d Tahun 2016 
No 
(1) 

Tahun 
(2) 

Cerai Gugat 
(3) 

Cerai Talak 
(4) 

Jumlah 
(3) + (4) 

1. 2015 112 - 112 
2. 2016 130 - 130 
3. 2017 152 - 152 

Total 394 - 394 
Peningkatan 30% 
Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Koto Baru 

namun untuk laporan kepada Kepolisian Resort Arosuka (Polres Arosuka) 

tidak ada laporan pengaduan masyarakat yang diterima terkait tindak 

pidana penelantaran rumah tangga. Perkara ini belumlah perkara yang 

sesungguhnya dikarenakan banyak kasus penelantaran rumah tangga yang 

tidak diketahui. 

Berdasarkan penelusuran data diolah di Pengadilan Agama Koto 

Baru bahwa rata-rata penelantaran rumah tangga sebagai alasan perceraian 
                                                 
88 Laporan Tahunan Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2015, 2016 dan 2017 
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di Kabupaten solok adalah penelantaran rumah tangga yang telah 

mencapai lebih dari 5  tahun sebagaimana di kemukakan oleh Nila Novita 

bahwa : 

Pengajuan permohonan cerai dengan alasan penelantaran rumah 
tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Pengadilan 
Agama Koto Baru terhadap rumah tangga yang telah memiliki 
anak, dan suami yang menelantarkan rumah tangga semenjak 
tahun 2015 samapai dengan 2017 sebagai tergugat telah melakukan 
penelantaran rumah tangga diatas 5 tahun”89  
 
Sebagaimana penjelasan diatas dapat dilihat dari 2 putusan 

pengadilan Agama Koto Baru yang mengabulkan permohonan cerai 

dengan alasan penelantaran rumah tangga sebagai berikut : 

1. Putusan No. 

266/Pdt.6/2017/PA.KBr 

 Penggugat (Istri)  : MZ 

Tergugat (Suami) : ID 

 Alasan permohonan cerai : 

a. Penggugat dan tergugat menikah pada Tanggal 8 Mei 2009 

b. Rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak 

bulan Mei 2012 tergugat meninggalkan penggugat dan anaknya 

dengan alasan mencari penghasilan lebih di luar kota dan tidak 

pernah pulang sama sekali dan telah berlangsung 5 tahun 4 

bulan  

                                                 
89 Nila Novita, Panitera Pengadilan Agama Koto Baru, Wawancara Tanggal 27 Juni 2018 
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c. Semenjak tergugat pergi tersebut, tergugat tidak pernah 

mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anaknya serta tidak 

ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafjah untuk 

penggugat dan anaknya  

 Amar Putusan Majelis Hakim : 

a. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan 

patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir 

b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek 

c. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat ID terhadap 

penggugat MZ 

d. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya 

perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tigaratus Sembilan puluh satu 

ribu rupiah) 

2. Putusan Nomor 

242/Pdt.G/2017/PA.KBr 

 Penggugat (Istri)  : DL 

Tergugat (Suami) : DC 

 Alasan permohonan cerai : 

a. Penggugat dan tergugat menikah pada Tanggal 4 Maret 2009 

dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama DF 

dan DP 
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b. Rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak 

tahun 2012 meninggalkan penggugat dan 2 anaknya berangkat 

ke Jakarta dan tidak pernah pulang sampai sekarang  serta tidak 

mengirimkan nafkah sama sekali untuk kebutuhan hidup sehari-

hari penggugat dan kedua anaknya.   

 Amar Putusan Majelis Hakim : 

e. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan 

patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir 

f. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek 

g. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat DC terhadap 

penggugat DL 

h. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya 

perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu 

ribu rupiah) 

 

Selanjutnya pengaduan yang diterima oleh Polres Arosuka terkait 

adanya penelantaran rumah tangga sama sekali tidak ada pengaduan yang 

diterima semenjak 3 tahun  terakhir semenjak tahun 2015, 2016 dan 2017 

sehingga penegakan hukum terhadap penelantaran rumah tangga tindak 

penelantaran rumah tangga tidak efektif, namun untuk kekerasan dalam 

rumah tangga lainnya seperti kekerasan fisik, seksual dapat dijalankan 
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dikarenakan ada pengaduan yang masuk ke Unit Perlindungan Perempuan 

dan Anak Polres Arosuka90. 

Tindak pidana penelantaran rumah tangga yang terjadi di 

Kabupaten Solok sebenarnya Ketetapan suami sebagai penanggungjawab 

terhadap kehidupan suami isteri adalah diatur dalam Pasal 80 ayat (2) dan 

ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu bahwa suami wajib 

melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan 

penghasilannya, suami menanggung: 

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. 

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya 

pengobatan bagi istri dan anak. 

c. biaya pendidikan bagi anak. 
Suami sebagai penanggungjawab secara ekonomi dapat dilihat 

juga dalam  dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan Pasal 34 ayat (1). Dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa 

suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam 

pengaturan undang-undang perkawinan tersebut  tidak ditetapkan 

besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan 

kemampuan si suami. 

Pasal 34 

                                                 
90 Iptu Rozsa Rezki Febrian, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres 
Arosuka, WawancaraTanggal 10 Juni 2018 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan
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(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala 
sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 
kemampuannya. 

(2)  Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. 
(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing- 

masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan. 
Pada Pasal 34 ayat (3)  dijelaskan bahwa  apabila suami tidak 

memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, isteri dapat 

menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.  Ketentuan 

tentang ke Pengadilan Negeri atau ke Pengadilan Agama seorang suami 

atau istri mengajukan gugatan cerainya diatur dalam peraturan tersendiri. 

Suami sebagai pihak yang diberikan tanggungjawab terhadap istri 

dan anak-anak juga dapat dijumpai dalam Pasal 107 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yaitu:  

“Setiap suami berwajib menerima diri isterinya dalam rumah yang 

ia diami. Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi 

padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan 

dan kemampuannya.” 

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, 

suami adalah subyek yang ditetapkan oleh undang-undang yang 

mempunyai tanggungjawab dan kewajiban untuk memberikan nafkah dan 

perlindungan kepada isteri dan keluarganya.  Dengan demikian apabila 

suami tadi menelantarkan atau melalaikan kewajibannya sebagaiman 

diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka suami tidak saja 
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dapat dipidanakan namun juga perbuatannya itu dapat dijadikan alasan 

untuk melakukan perceraian pada pengadilan. 

Selama di dalam persidangan terhadap perkara perceraian dengan 

alasan penelantaran rumah tangga di Pengadilan Agama Koto Baru para 

isteri sebagai penggugat lebih memilih bercerai untuk menyelesaikan 

kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah: Pertama, masih ada 

anggapan masyarakat bahwa merupakan hal yang memalukan apabila 

rumah tangga diketahui publik.  Kedua, perempuan yang mengalami 

kekerasan tidak semuanya memahami bahwa tindakan suaminya ini 

merupakan tindakan kejahatan yang dapat diberi sanksi pidana.  Ketiga, 

perempuan korban kekereasan domestik masih banyak yang belum 

memahami prosedur pelaporan kepada pihak yang berwajib atau tidak 

mau kasusnya berbelit-belit, jadi mereka lebih memilih menyelesaikan 

kasusnya dengan cara perceraian lewat Pengadilan Agama  .91 

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran rumah 

tangga menggunakan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perwujudan pembaharuan 

hukum yang dilakukan terhadap sistemhukum yang telah ada oleh 

pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya penelantaran rumah tangga. 

                                                 
91 Afrizal, Hakim Pengadilan Agama Koto Baru, Wawancara Tanggal 22 Juni 2018 
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Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan undang-undang yang memiliki 

unsur lex specialis, yang terdiri dari: 

a. Unsur korektif terhadap si pelaku, dengan adanya alternatif sanksi selain 

yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Alternatif 

sanksi itu adalah program intervensi yang diberlakukan terhadap si 

pelaku sebagai upaya agar pelaku tidak kembali melakukan tindak 

kekerasan. 

b. Unsur preventif terhadap masyarakat, Undang Undang ini dimaksudkan 

untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah 

tangga, karena selama ini masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

dianggap sebagai masalah privat sehingga tidak mudah untuk 

diintervensi jika terjadi kekerasan. 

c. Unsur protektif terhadap korban, di dalam Undang Undang Nomor 23 

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggaini 

diatur pasal-pasal mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan 

yang terjadi dalam lingkup domestik, khususnya terhadap pihak-pihak 

yang tersubordinasi. 

Selain itu, Undang UndangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga juga mencantumkan mekanisme yang didasarkan pada kebutuhan dan 

kepentingan korban, antara lain: 

1. Kewajiban negara dan masyarakat untuk melindungi korban 
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2. Perintah perlindungan terhadap korban serta perintah pembatasan gerak 

sementara terhadap pelaku  

3. Bantuan hukum bagi korban 

4. Perlindungan saksi 

5. Prosedur alternatif pengajuan tuntutan 

6. Prosedur pembuktian yang tidak mempersulit korban. Kesaksian korban 

ditambah dengan satu alat bukti yang sah lainnya dianggap sudah cukup 

untuk membuktikan bersalah atau tidaknya si terdakwa (Pasal 55 

Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) 

Di dalam penelitian yang dilakukan ditemukan Penyebab Tidak 

Efektifnya Penerapan Pasal 9 Ayat 1 Dan 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten 

Solok antara lain: 

1. Faktor Hukum sendiri  

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga tidak ada pernyataan  terhadap tindak pidana 

penelantaran rumah tangga merupakan delik aduan atau delik biasa seperti 

bentuk kekerasan rumah tangga lainnya, sehingga hal ini mempengaruhi 

bahwa persepsi masyarakat yang belum memahami hukum bahwa tindak 

pidana ini tidak ada kejelasan masuk ke dalam ranah delik aduan atau 

delik biasa dan memberikan batasan ruang lingkup penegakan hukum 

kekerasan penelantaran rumah tangga serta menggambarkan bahwa tindak 

pidana penelantaran rumah tangga tidak menimbulkan akibat penderitaan 
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fisik dan psikis karena tidak tampak perbuatan dari pelaku terhadap 

korban, namun sebenarnya tindak pidana penelantaran rumah tangga telah 

membawa dampak sangat besar terhadap keberlangsungan keluarga 

apalagi terhadap pelaku dan korban yang telah memiliki anak.. 

Selanjutnya sebagaimana bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga lainnya bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak 

pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak memberikan efek jera dan 

rasa keadilan kepada korban dan menimbulkan rasa malu dikarenakan 

kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib keluarga yang diketahui 

oleh khalayak banyak sehingga korban lebih baik mengajukan gugatan 

cerai di Pengadilan Agama sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri 

penderitaan di dalam perkawinan bersama pelaku92 

 

2. Faktor Penegak Hukum 

Aparat penegak hukum merupakan keberhasilan hukum pidana 

untuk menanggulangi tindak pidana penelantaran rumah tangga di dalam 

rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan 

saja melainkan juga keberhasilan aparat penegak hukum yang 

melaksanakan penegakan hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai 

tingkat peradilan dikarenakan tindak pidana penelantaran rumah tangga 

sangat berbeda dari tindak pidana kekerasan rumah tangga lainnya 

                                                 
92 EN, YZ, KR, TK dan LS, Pemohon Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Pengadilan Agama 
Koto Baru dengan alasan Penelantaran Rumah Tangga, Survei di muka persidangan perceraian 
Januari - .Maret 2018 
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dikarenakan memenuhi tindak pidana penelantaran rumah tangga harus 

memenuhi unsur –unsur sebagai berikut : 

a. Suami tidak menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga  

b. suami tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan 

kepada istri dan anak93 

sehingga dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang tindak pidana 

penelantaran rumah tangga yang harus dikuasai oleh penegak hukum. 

 

3. Faktor sarana dan prasarana 

Tindak pidana penelantaran rumah tangga merupakan salah satu 

bentuk kekerasan dalam rumah tangga, maka penegakan hukumnya 

memerlukan sarana dan prasarana bergabung dengan tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga lainnya. Untuk itu melalui sarana 

prasarana mmerupakan pendukung keberhasilan untuk menemukan suatu 

kebenaran materil seperti korban menyampaikan pengaduan ke Unit PPA 

Koto Baru  .Misalnya kurang nyamannya ruangan konsultasi yang 

disediakan oleh Unit PPA yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman 

bagi korban menceritakan penderitaan akibat penelantaran rumah tangga 

yang dilakukan oleh pelaku (suami) sehingga menjadi bahan masukan 

kepada penegak hukum khususnya kepolisian sebagai penegak hukum 

yang pertama kali menerima laporan pengaduan dari masyarakat, 

                                                 
93 Iptu Rozsa Rezki Febrian, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres 
Arosuka, WawancaraTanggal 10 Juni 2018 
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Kurangnya koordinasi antara lembaga yang berkewajiban untuk 

memberikan pelayanan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 

mengakibatkan terhambatnya upaya penegakan hukum dan pemenuhan 

hak-hak korban. Seorang korban jika tidak didampingi oleh seorang 

advokat, maka korban tersebut tidak mengerti akan hak-haknya sebagai 

korban.  

Keterkaitan antara lembaga pendampingan korban dalam hal 

memberikan pelayanan untuk memenuhi hak-hak korban sangat penting 

artinya untuk penegakan hukum dan pemulihan korban Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga.Dari kasus-kasus tersebut diatas, terlihat tidak adanya 

koordinasi antar lembaga pelayanan korban, karena sebagian besar 

lembaga tersebut tidak ada.Diantaranya, korban tidak mendapatkan hak 

pendampingan dari advokat, relawan pendamping, dan pembimbing 

rohani. 

Dengan tidak lengkapnya lembaga-lembaga yang berkewajiban 

memberikan pelayanan kepada keluarga korban, pelayanan yang 

diberikan kepada korban tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. 

Akibatnya, perlakuan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 

sama saja dengan perlakuan kepada korban-korban lainnya dalam kasus 

tindak pidana secara umum.  

Hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagian tidak 

dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-
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Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga, 

4. Faktor Masyarakat/manusia itu sendiri 

Masih ada pendapat yang mengangap Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga adalah urusan keluarga bukan kejahatan yang dapat diselesaikan  

melalui hukum. Pendapat demikian masih mewarnai berbagai kalangan 

dalam masyarakat, sehingga masih merupakan hambatan bagi penegak 

hukum untuk melakukan penegakan hukum kasus Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga.Kebanyakan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 

tidak dilaporkan oleh korban ataupun masyarakat yang melihat terjadinya 

tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

Masyarakat masih takut melaporkan kasus kekerasan yang 

diketahuinya terjadi, karena takut dianggap ikut campur dalam masalah 

keluarga orang lain. Dari kasus yang ada, diketahui bahwa tidak ada 

partisipasi masyarakat untuk melaporkan kasus tersebut kepada 

kepolisian. 

Selanjutnya Iptu Rozsa Rezki Febrian menyatakan bahwa 

penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran  rumah tangga 

juga bersumber dari manusianya (korban). Adapun alasan korban tidak 

melaporkan yaitu : 

a. Sikap ragu-ragu dan kurang percaya diri dari korban, bahwa 

penelantaran rumah tangga yang dialaminya merupakan sebuah 

tindak pidana 
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b. Kurangnya personil penyidik yang menangani dan memberikan 

pelayanan khusus kepada perempuan dan anak di Polres Arosuka 

dimana jumlah anggota di Unit PPA Polres Arosuka semenjak tahun 

2016 sampai Juni 2018 jumlah personel terdiri dari 2 orang penyidik 

dan 3 orang penyidik pembantu sedangkan beban tugas yang 

ditangani oleh Unit PPA Polres Arosuka bukan hanya penelantaran 

rumah tangga saja. 

c.   Belum tersedianya dana yang diperuntukkan secara khusus untuk 

penanganan kekerasan dalam rumah tangga, namun masih bergabung 

dengan  permasalahan perempuan dan anak sebagai korban 

Kekerasan dan ditambah lagi masih bergabung dengan penggunanan 

dana satuan resort kriminal Polres Arosuka. 

d. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman korban terhadap hukum, 

sehingga korban tidak mengetahui bahwa tindakan penelantaran 

rumah tangga yang dilakukan oleh suami merupakan perbuatan 

pidana atau perbuatan yang dapat dihukum, oleh karena itu, korban 

memilih mendiamkan saja permasalahan tersebut dan tidak 

melaporkannya kepada pihak kepolisian. 

e. Korban berusaha bersabar dengan penelantaran rumah tangga dengan 

alasan bahwa dipengaruhi oleh pemahaman bahwa suami pergi 

meninggalkan rumah sedang berjuang mencari nafkah di tanah 

perantauan dikarenakan dipengaruhi oleh komitmen “tidak akan 

pulang apabila tidak berhasil”  
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f. korban khawatir terhadap anggota keluarga yang lain, yang akan 

menuduh korban sebagai orang yang tidak dapat menyelesaikan 

permasalahan dengan baik94 

 
5. Faktor Kebudayaan. 

Budaya masyarakat minang kabau bahwa pihak laki-laki tidak 

memiliki harta dan harta dikuasai oleh perempuan sehingga hal ini 

mempengaruhi pemikiran laki-laki untuk merantau keluar. Adanya 

budaya dimaksud mempengaruhi pemikiran sebagai seorang laki-laki 

selaku kepala keluarga untuk mencari nafkah yang lebih baik akibatnya 

timbul pemahaman bahwa meninggalkan rumah tangga yang dilakukan 

suami untuk merantau dengan tujuan mencukupi kebutuhan/nafkah rumah 

tangga sudah suatu kebiasaan dan selama suami diperantauan tidak 

memberikan nafkah lahiriah tidak dipersoalkan dan istri beranggapan 

bahwa penghasilan yang didapat suami di perantauan masih belum cukup 

selanjutnya Istri yang ditelantarkan di Kabupaten Solok yang memiliki 

karakter selaku “orang minang” yaitu bekerja keras dan kreatif, memiliki 

jiwa dagang,  berani melakukan perubahan, efektif dan efisien maka 

melakukan berbagai hal memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan 

melakukan usaha jual beli, merantau dengan meninggalkan anak 

dititipkan kepada orang tua atau sanak saudara. Kemampuan perempuan 

(istri) yang ditelantarkan oleh suami di Kabupaten Solok memenuhi 

                                                 
94 Iptu Rozsa Rezki Febrian, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak 

Polres Arosuka, WawancaraTanggal 10 Juni 2018 
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kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya di dalam hukum adat 

minangkabau bagi suami yang menelantarkan rumah tangga dapat 

dikenakan sanksi adat berupa hukuman denda dan meminta maaf kepada 

semua pihak melalui suatu perjamuan dengan memotong seekor dua ekor 

ternak 

 

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Instansi Terkait Dan Penegak Hukum 

Di Kabupaten Solok Dalam Upaya Meminimalisir Tindak Pidana 

Penelantaran Rumah Tangga Untuk Memberikan Keadilan Kepada 

Korban Istri Dan Efek Jera Kepada Pelaku Suami. 

Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga 

Untuk Memberikan Keadilan Kepada Korban Istri Dan Efek Jera Kepada 

Pelaku Suami  di Kabupaten Solok yaitu secara preventif dan represif. Adapun 

upaya preventif terjadinya penelantaran rumah tangga , berupa:  

1. Pengaturan dalam perspektif normatif yakni Peraturan Perundang-

Undangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti sanksi 

pidana, dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sebaiknya 

diberikan hukuman seberat-beratnya. Pemberian sanksi berat tersebut 

harus diperhatikan pada motif pelaku, tujuan pelaku melakukan tindak 

pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana dan motif korban. 

Meningkatkan kerjasama sesama Lembaga swadaya masyarakat yang 

focus terhadap kasus penelantaran rumah tangga dan berkoordinasi 

dengan pihak kepolisian dan pengadilan agama harus dilakukan, agar  
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segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan 

terjadinya penelantaran rumah tangga. Lembaga ini perlu didukung 

setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum. Dalam kondisi 

daerah yang tidak memungkinkan, harus diupayakan untuk 

menempatkan orang-orang dengan kualifikasi yang paling mendekati 

para profesional di atas, dengan maksud agar lembaga ini dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. Pendanaan untuk 

lembaga ini harus dimulai dari pemerintah daerah Kabupeten Solok 

dan tentunya dapat melibatkan masyarakat setempat baik secara 

individu maupun kelompok. 

2. Melakukan sosialisasi penguatan keluarga yang bekerja sama dengan 

Kementrian Agama Wilayah Kabupaten Solok, Pemerintah Daerah 

Kabupaten Solok, Kepolisian Resort Arosuka, Lembaga Adat 

Kabupetan Solok, Pengadilan Koto Baru  ini dapat dilakukan dengan 

berbagai cara diantaranya  

a. Jalin kokmunikasi yang baik di rumah,  

b. Penguatan tugas dan tanggung jawab sebagai suami istri, orang 

tua, larangan meninggalkan keluarga tanpa sebab musabab yang 

tidak jelas. 

c. Adanya motivasi atau dorongan cinta kasih yang menjiwai 

hubungan dalam keluaraga, berupa  mendorong sikap dan 

tindakan rela dan menerima tanggung jawab untuk 
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mengorbankan hidup suami sebagai kepala keluarga untuk 

kebahagiaan  keluarga 

d. Pemberian motivasi kewajiban moral sebagai konsekwensi 

kehidupan orang tua terhadap keturunannya, adanya tanggung 

jawab moral ini meliputi nilai-nilai spiritual, menurut para ahli 

bahwa penanaman sikap beragama sangat baik pada masa anak-

anak. Karena seorang anak memiliki pengalaman agama yang 

asli dan mendalam, serta mudah berakar dalam diri dan 

kepribadiannya, hal tersebut merupakan faktor yang sangat 

penting melebihi orang lain, karena pada saat ini anak 

mempunyai sifat wondering (heran) sebagai salah satu faktor 

untuk memperdalam pemahaman spiritual reality, pada periode 

ini peranan orang tua sering mengajak anak-anaknya ketempat-

tempat ibadah sebagai penanaman dasar yang akan 

mengarahkan anak pada pengabdian yang selanjutnya, dan 

mampu menghargai kehadiran agama dalam bentuk pengalaman 

dengan penuh ketaatan. Dengan demikian, penanaman agama 

yang dimiliki anak sejak kecil ini betul-betul tertanam dan 

berkesan pada dirinya. 

e. Penguatan Tanggung jawab sosial adalah bagian dari keluarga 

yang pada gilirannya akan menjadi tanggung jawab masyarakat, 

bangsa dan Negara. Tanggung jawab sosial itu merupakan 
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perwujudan kesadaran tanggung jawab kekeluargaan yang 

dibina oleh darah, keturunan, dan kesatuan keyakinan. 

Sedangkan upaya represif terjadinya penelantaran rumah tangga berupa:  

1. pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian 

yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, serta penggantian atas 

biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi penelantaran rumah 

tangga. Mengenai hak ini diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP, yaitu: 

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu 

pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan 

kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Sidang atas permintaan 

orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti 

kerugian kepada perkara pidana itu.Ketentuan yang ada dalam Pasal 98 

KUHAP tersebut, tentang kemungkinan korban mendapat ganti kerugian 

sangatlah kurang, terutama karena ganti kerugian yang diperkenankan 

adalah yang berkenaan dengan penggantian biaya yang telah dikeluarkan 

oleh pihak yang dirugikan (korban). 

2. Kerjasama semua lapisan masyarakat, untuk aktif melakukan pengaduan 

dengan membentuk Pos KDRT tingkat kelurahan/Desa bekerjasama 

dengan  P2TP2A Kabupaten Solok dan Kepolisian Resort Arosuka 

terhadap di sekitar lingkungan tempat tinggal masyarakat melaporkan 

adanya penelantaran rumah tangga   

3. Memberikan sanksi pidana dan sanksi adat yang dipegang teguh oleh 

orang minang bagi laki-laki selaku kepala keluarga melakukan 
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penelantaran rumah tangga dengan bekerjasama antara instansi 

Kementrian Agama Wilayah Kabupaten Solok, Pemerintah Daerah 

Kabupaten Solok, Kepolisian Resort Arosuka, Lembaga Adat Kabupetan 

Solok, Pengadilan Agama Koto Baru. 
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BAB V 
PENUTUP 

 
 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada  BAB sebelumnya,  maka dapat dimuat 

kesimpulan  sebagai berikut: 

1. Pengaturan hukum tindak pidana penelantaran rumah tangga dalam 

hukum pidana Indonesia adalah Undang Undang Nomor 23 Tahun 

2004 sebagai produk pembaharuan hukum yang berpihak pada 

kelompok rentan dan tersubordinasi, khususnya perempuan.Undang 

Undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan hukum masyarakat walaupun didalam Kitab Undang 

Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan 

kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan 

kehidupan. 

2. Penyebab tidak efektifnya penerapan pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Solok antara lain : 

a. Faktor Hukum sendiri; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak ada 

pernyataan  terhadap tindak pidana penelantaran rumah tangga 

merupakan delik aduan atau delik biasa seperti bentuk kekerasan 

rumah tangga lainnya, sehingga hal ini mempengaruhi bahwa 

persepsi masyarakat bahwa tindak pidana ini tidak ada kejelasan 
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masuk ke dalam ranah delik aduan atau delik biasa dan 

memberikan batasan ruang lingkup penegakan hukum dan 

penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga tidak memberikan efek jera dan rasa keadilan 

kepada korban dan menimbulkan rasa malu dikarenakan kekerasan 

dalam rumah tangga merupakan aib keluarga yang diketahui oleh 

khalayak banyak sehingga korban lebih baik mengajukan gugatan 

cerai di Pengadilan Agama sebagai jalan yang terbaik untuk 

mengakhiri penderitaan di dalam perkawinan bersama pelaku 

b. Faktor Penegak Hukum; kurangnya pemahaman yang mendalam 

tentang tindak pidana penelantaran rumah tangga yang harus 

dikuasai oleh penegak hukum. 

c. Faktor sarana dan prasarana; kurang nyamannya ruangan 

konsultasi yang disediakan oleh Unit PPA yang dapat memberikan 

rasa aman dan nyaman bagi korban, Kurangnya koordinasi antara 

lembaga yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada 

korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak adanya koordinasi 

antar lembaga pelayanan korban, karena sebagian besar lembaga 

tersebut tidak ada.Diantaranya, korban tidak mendapatkan hak 

pendampingan dari advokat, relawan pendamping, dan 

pembimbing rohani. 

d. Faktor Masyarakat/manusia itu sendiri; Sikap ragu-ragu dan 

kurang percaya diri dari korban, bahwa penelantaran rumah tangga 
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yang dialaminya merupakan sebuah tindak pidana, kurangnya 

pengetahuan dan pemahaman korban terhadap hukum, sehingga 

korban tidak mengetahui bahwa tindakan penelantaran rumah 

tangga yang dilakukan oleh suami merupakan perbuatan pidana 

atau perbuatan yang dapat dihukum, oleh karena itu, korban 

memilih mendiamkan saja permasalahan tersebut dan tidak 

melaporkannya kepada pihak kepolisian, korban berusaha bersabar 

dengan penelantaran rumah tangga dengan alasan bahwa 

dipengaruhi oleh pemahaman bahwa suami pergi meninggalkan 

rumah sedang berjuang mencari nafkah di tanah perantauan 

dikarenakan dipengaruhi oleh komitmen “tidak akan pulang 

apabila tidak berhasil” , korban khawatir terhadap anggota 

keluarga yang lain, yang akan menuduh korban sebagai orang yang 

tidak dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik 

e. Faktor Kebudayaan; Budaya masyarakat minang kabau bahwa 

pihak laki-laki tidak memiliki harta dan harta dikuasai oleh 

perempuan sehingga hal ini mempengaruhi pemikiran laki-laki 

untuk merantau keluar dari nagari hal ini mempengaruhi laki-laki 

selaku kepala keluarga untuk mencari nafkah yang lebih baik 

akibatnya timbul pemahaman bahwa meninggalkan rumah tangga  

3.  Upaya yang dilakukan oleh Instansi terkait dan penegak hukum di 

Kabupaten Solok dalam upaya meminimalisir tindak pidana 

penelantaran rumah tangga untuk memberikan keadilan kepada korban 
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istri dan efek jera kepada pelaku suami melalui upaya preventif dan 

represif yang melibatkan semua lapisan masyarakat bekerjasama 

dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, Kementrian Agama 

Wilayah Kabupaten Solok, Polres Arosuka, Lembaga Adat Kabupaten 

Solok, Pengadilan Agama Koto Baru. 

 
B. Saran 

Adapun saran yang hendak disampaikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Meningkatkan peranan dari semua lapisan masyarakat bekerjasama 

dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, Kementrian Agama 

Wilayah Kabupaten Solok, Polres Arosuka, Lembaga Adat Kabupaten 

Solok, Pengadilan Agama Koto Baru di dalam dalam upaya 

meminimalisir tindak pidana penelantaran rumah tangga di Kabupaten 

Solok 

2. Melakukan peningkatan upaya preventif dalam upaya meminimalisir 

tindak pidana penelantaran rumah tangga dalam rangka penguatan 

keluarga, tanggungjawab moral dan social di Kabupaten Solok 

3. Melaksanakan  sanksi pidana dan sanksi adat yang dipegang teguh oleh 

orang minang bagi laki-laki selaku kepala keluarga melakukan 

penelantaran rumah tangga dengan bekerjasama antara instansi 

Kementrian Agama Wilayah Kabupaten Solok, Pemerintah Daerah 

Kabupaten Solok, Kepolisian Resort Arosuka, Lembaga Adat 

Kabupetan Solok, Pengadilan Agama Koto Baru sebagai bentuk efek 

jera bagi pelaku penelantaran rumah tangga dan contoh bagi suami 
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lainnya sebagai kepala rumah tangga untuk bertanggung jawab 

terhadap anak dan istrinya. 
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